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ABSTRAK 

Nama : ANISA NASTITI 
Program Studi : Magister Kenotariatan 
Judul : Pengawasan Bank Syariah Oleh Bank Indonesia 

T esis ini membehas mengenai pengawasan yang dilak:ukan Bank Indonesia terhadap 
bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan 
berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 sebagai pelopor perbankan syariah. 
Karakteristik sistem perbankan syariah yang berdasarl<an prinsip bagi basil 
memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun bank itu sendiri. Di Indonesia 
fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Sebagai Bank Sentral yang 
merupak.an lembaga negara yang independen, Bank Indonesia berwenang 
mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayara14 mengatur dan 
mengawasi perbankan, sena menjalankan fungsi sebagai lender of last resort. 
Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia mengawasi perbankan maka disini juga 
melakukau pengawasan terhadap bank syariah dimana dalam struktur organisasi bank 
syariah terdapat DPS. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa 
DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam meugeluarkan futwa mengenai 
kesesuaian produk dari bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS 
adaleh mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak meuyimpang dari ketentuan dan 
prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Dalam menjalankan tugas 
pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistern pengawasannya 
dengan menggunakan 2 ( dua) pendekatan yakni pengawasan betdesarkau kepatuhau 
dan pengawasau betdesarkan risiko. 

Kata kunci: 
Pengawasan, Bank Indonesia, Bank Syariah 
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Name 
Study Progxam 
Title 

ABSTRACT 

: AN!SA NAST!Tl 
: Magister Kenotariatan 
: Supervision ofSharia Bank by Bank Indonesia 

This thesis discusses the control of Bank Indonesia toward sharia bank. The 
development of sbaria banking in Indonesia began with the establisbment of Bank 
Muamalat in 1991 as a pioneer sharia banking. Characteristics of the banking system 
based on sbaria principles for the benefit both for society aod the bank itself. In 
Indonesia, the Central Bank held by Bank Indonesia. As the Central Bank is an 
independent state institution. Bank Indonesia's authorities issued a valid means of 
payment, to formulate and implement monetary policy, regulating and maintaining a 
smooth system of payment, manage and supervise the banking, as well as perform the 
function as lenders of last resort. In relation to the task of overseeing the Bank 
Indonesia's banking sector here also the conduct of the Sharia bank otganizational 
structure in which tbere is a Sharia bank DPS is an independent body which is placed 
by the DSN. In performing its duties, shall be subject to DPS firtwa DSN which is the 
highest authority in the fatwa issued on the suitability of the prnduct from the bank 
with the provisions and principles of sharia. DPS is the main task of overseeing the 
business activities that the bank does not deviate from the provisions and principles 
of the sharia has fatwa bY DSN. In the task of bank supervision, Bank Indonesia at 
this time implement control systems using two (2) approach that is based on 
adherence to the supervision and control based on risk. 

Keywords: 
Supervision, Bank Indonesia, Sharia Bank 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 LAT AR BELAKANG PERMASALAHAN 

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu 

menerlma simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriroan uang. Seiring 

dengan perkembangan zaman mempengarubi perkembangan ekonomi dimana 

saat ini ekonomi syariah telah banyak dikenal oleh masyamkat luas. Hal ini dapat 

terlihat dari banyaknya bank syariah yang telah berdiri di Indonesia. 

Perkembangan perl>ankan syariah di Indonesia dimuJaj dengan berdirinya Bank 

Muamahlt pada tahun 1991 sebagai pelopor perbankan syariah. Pengembangan 

sistem perbankan syariah di Indonesia dilaknkan dalam kerangka dual banking 

system atau sistem perbankan ganda dalam kerangks Arsitektur Perl>ankan 

Indonesia (API) untuk mengbadirkan altematif jasa perbankan yang semakin 

lengkap kepada masyarakat Indonesia. Karakteristik sistem perl>ankan syariah 

yang berdasarkan prinsip bagi basil memberikan keuntungan baik bagi 

masyamkat maupun bank itu sendiri. Tersedianya beragam macam produk dan 

layanan jasa perbankan menjadikan bank syariah sebagai alrematif sistem 

perbankan yang kredihel dan dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. 

Bank syariah memiliki kennikan dibandingkan bank konvensional. 

Keunikan ternebut yaitu bank syariah hams memenuhl prinsip syariah dan adanya 

perbeillian operasionai. Berdasarkan Pasal I angka 12 Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud : 

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mernili.ki kewenangan 

dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

Universitas lndonesla 
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Perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensionaJ antara lain :1 

I. Perbedaan Falsafah 

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terlet.ak 

pada Jandasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan 

sistem bunga dalam selurah ak:tivitasnya sedangkan bank konvensional 

justru sebaliknya menggu.nakan sistem bunga. Hal inilah yang menjadi 

perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang 

dikembangkan oleh bank syariah, dhnana untuk mengbindari sistem bunga 

maka sistem yang dikembangkan adalah jual bali serta kearittaan yang 

di!aksanakan dalam bentuk bagi hasil. 

2. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah 

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dike!ola dalam bentuk titipan 

maupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada 

bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang. 

Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan maka bank 

syariah hams dapat memenubinya. 

Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga keuangan 

penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah perninjam, dana nasabah 

yang terkurnpul dengan cam titipan atau investasi kemudian dimanfastkan 

atau disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada 

nasabah. Berbeda dengan simpanan nasabah di bank konvensional tidak 

peduli apakah simpanan tersebut disalurkan ke dalam usaha atau tidak, bank 

tetap wajib membayar bunganya. 

3. Kewajiban Mengalola Zakat 

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat dalam arti wajib 

membayar zakat, menghimpun, mengadminislrasikan dan mendistribusikan. 

Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk 

memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah). 

l "Simpanan Bagi Hasii Syariah." <http:/~.oerencanakeuag.gan.com/files/html>. 
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4. Sttuktur Organisasi 

Dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan 

Pengawas Syariah (untuk selanjutnya disebut DPS). DPS mengawasi segala 

aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini 

dibawahi oleh Dewan Syariah Nasional (untuk selanjutnya disebut DSN). 

DPS ditetapkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (untuk 

selanjutnya disebut RUPS) setiap tahunnya. 

Islam mendorong praktek bagi basil serta mengbaramkan riba. Keduanya 

sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai 

perbedaan yang sangat nyata 2 

Perbedaan bunga dan bagi hasil 

Bunga BagiHasil 

Pencntuan bunga dibual. pada waktu - besamya IaSiofnisbah bagi 

akad dengan asumsi barns selalu basil dibuat pada waktu akad dengan 

untl!Dg. betpedoman pada kemungkiuan untuog 

rogi. 

Besamya presentase betdasarl<an pada Besamya rasio bagi basil benlasarkan 

jwnlah nang (modal) yang pada jwnlah kenntuogan yang 

dipinjamlcan diperoleb. 

i'embayanm bunga 1elap seperti yang Bagi basil tergantuog pada keuntuogao 

dijaojikan laopa pertimbaogan apakah proyek yaog dijalaokan Bila usaha 

proyek yaog dijalaokan oleh pibak merugi, kerugiao akan dilaoggung 

nasabah untung alan rogi. bersama oleh kedua belah pihak. 

Jwnlah pembayaran bunga tidal< Jwnlah pembagiao laba meningkat 

meningkat sekalipun jwnlah sesuai dengan peoiogka!ao jwnlah 

keuntungan berlipa! atau keadaao penda:patan. 

ekonomi sedang "booming". 

l Mulm:mmad Syafi'i Antonio, Banlc Syariah Wacona Ulama dan Cendekiawun, (Jakarta ; Tazkia 
lnstiture, 1999), hal. 87-SB. 
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oleh I Tidak ada yang meragukan keabsahan I 
bagi basil. 

Berdasarkan label diatas dapat dilihat bahwa sistem bagi hasil lebih 

menguntungkan dan bersifat manusiawi karena disini mementingkan kedua belah 

pihak tidak hanya memperhatikan dari satu pihak. 

Di Indonesia fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia dengan 

melekatnya fungsi tersebut maka Bank Indonesia merupakan lernhaga negara 

independen, bebas dari campur tangan pemerlntah dan atau pihak-pihak lainoya 

yang berkedudakan di Ibukota Negara Repeblik Indonesia dan dapat mernpunyai 

kantor-kantor di dalarn dan di luar wilayah negara Republik Indonesia.' 

Sehagai Bank Sentral yang merupakan lembaga negara yang indepaeden, 

Bank Indonesia berwenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah, 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta 

menjalankan fungsi sebagai lender of last resor/.4 

Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia mengawasi perhankan maka 

disini juga melakukan pengawasan terbadap hank syariah dimana dalam struktur 

organisasi hank syariah terdapat DPS yang merupakan badan lndependen yang 

ditempatkan oleh DSN. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti 

futwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa 

mengenai kesesoaino produk dari hank dengan ketentuan dan priosip syariah. 

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak 

menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan <>leh DSN. 

Untuk melakukan tugasnya seorang DPS harus menguasai fiqh muamalah terapan 

dan penguasaan ilmu ekooomi dan keuangan. Dengan demikian maka dua disiplin 

ilmu tersebut merupakan syarat utama yang barus dimiliki anggota DPS. Melihat 

1 Sigit Trlandaru, Bonk dan Lembaga Kettangan Lfiin, {Jakarta : Salcmba Empat, 2000), hal. 12. 
4 Rachmadi Usman. Asp~aspek Hukum Perbankan di lndooesio, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka 
Utarna, 2001}, hal. 29. 
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semakin berkembangnya perbankan syariah dan adanya DPS yang bertugas 

mengawasl kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah maka penuHs 

dlsini ingin meneliti mengenai "Penman Bank Indonesia Dalam Pengawasan 

Terbadap Bank Syariah". 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang permasalahan ternebut diatas dapat ditarik suatu 

permasalahan sebagai barikut ' 

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terbadap bauk 

syariah? 

2. Apa persamaan dan perbedaan pengawasan yang dilakukan Bauk Indonesia 

terbadap bank syariah dan bank konvensional ? 

1.3 METODE PENELITIAN 

Mei!Jde merupakan suatu unsur yang mutlak barus ada dalam penetitian 

yang barfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan'. Metodologi dalam 

suatu penelitian barfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam 

mernpelajari, menganalisis, dan memahami suatu permasalahan yeng sedang 

dihadapi. 

Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini maka penulis 

menggunakan metode peneJitian berupa metode nonnatif, yaitu penelitian 

terbadap efektivitas azas-azas, sistemalika hukum yang berkaitan dangan masalah 

terkait. 

Tipologi penelitian ini bersifat eksplanatoris karena mengmulkan secara 

lebih mendalam peran Bank Indonesia dalam pengawasan terhadap bauk syariah 

serta persamaan dan perbedaan pengawasan yang dilakukan Bauk Indonesia 

terhadap bauk syariah dan bauk konvensional. Mei!Jde pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis nonnatif yang barupaya 

s Soerjono Soekanto, Pengantar Peneliti<m Hukum, (Jakarta: UI Press, 1989), haL 7. 
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menggunakan data yang menitikberatkatl kepada peraturan yang berlaku serta 

literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitiao ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer didapat dari wawancara dengan narasumber dari Direktorat 

Perbankan Syariab (untuk selanjutnya disebut DPbS) Bank Indonesia Sedangkan 

data sekunder dihimpun melalui penelitian kepustakaan sehingga didapat : 

L Bahan hukum primer berupe peraturan penmdang-WJ.dangan yang mengatur 

dan berkaitan dengan keu:ntuan-ketentuan Bank Indonesia antara lain 

Undang-undang Nomor 23 Tahun !999 beberapa kali diubab dan terakbir 

diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tabun 2008 tentang Bank 

Indonesia (untuk selanjutnya disebut UUBI), Perbankun Syariab yakni 

Undang-undang Nomor 21 Tabun 2008 tentang Perbankao Syariab (untuk 

selanjutnya disebut UU Perbenkan Syariab). 

2. Saban hukum sekunder untuk memberikun penjelasan mengenai babao 

hukum primer, yang terdiri dari buku-buku. artikel, laporan penelitian yang 

membahas dan terkait dengan perao Bank Indonesia dalam pengawasan 

terhadap bank syariab dan bank konvensional. 

3. Saban hukum tersier yang digunakan untuk menunjang habao hukum 

primer dan bahao hukum sekunder, seperti kamus, buku pegangan serta 

internet yang semuanya dapat disebut sebegai baban referensi. 

Ala! pengampulan data yang digunakan berupa s\udi dokumen yakni 

meneari dan mengampulkan data sekWJ.der yang berkaitan dengan peran Bank 

Indonesia dalam pengawasan terhadap Bank Syariah. Selain itu pula juga 

dilakukao wawaneara dengan narasumber dari DPbS Bank Indonesia untuk 

memperkuat data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah dengan 

pendekatan kualilatif sebagai basil pengampulan data sekunder sehingga nantinya 

dapat ditarik suatu kesimpulan yang dilrsitkan dengan teori-teeri, konsep yang 

mempunyai relevansi untuk menjawab pennasalahan dalam penulisan tesis ini. 
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1.4 SISTEMA TIKA PENULISA'II 

Penulisan tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

o BAB I : Berisi mengenai Iatar belakang permasalahan, pekok 

pemtasalahan~ metode penelitian1 dan sistematika penu1isan. 

o BAB II : Berisi mengenai tinjauan terhadap Bank Indonesia dan 

Bank Syariah, pembahasan mengenai pengawasan yang dilakukan 

Bank Indonesia terhadap Bank Syariah, persamaan dan perbedaan 

pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah 

dan Bank Konvensional. 

o BAB lll : Penutup berisi kesimpulan dan saran. 
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BABII 

PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENGAWASAN 

BANK SY ARIAH 

2.1 BANK INDONESIA 

2.1.1 Sejarab Bank Sentral di Indonesia 

8 

Peljalanan dan proses perubahan sistem di tubuh Bank Senttal telah 

berlangsung cukup lama sejak Indonesia merdeka. Lahirnya Bank Sentral di 

Indonesia sekitar tahun 1949, ketika berlangsung Konferensi Meja Bundar 

(untuk selanjulnya disebut KMB) di Den Haag. Keputusan penting KMB 

adalah menunjuk De Jovasche Bank NV sebagai Bank Sentral. De Javasche 

Bank merupakan bank komersial dan sirkelasi pemerintah kolonial Hindia 

Belanda yang berdiri sejak tahun 1828.6 

Pada awalnya Bank Nasional Indonesia 1946 be:rstatus sebagai Bank 

Sentral dan sesuai keputusan KMB illubah menjadi bank pembangunan. 

Pengarub kepentingan kolonial Belanda dalam menentukan kebijakan jelas 

masih dominan. Sehingga De Javasche Bank dinasionalisasi dengan 

Keputusan Pemerintah nomor 118 tanggal 2 Juli 1951. agar bisa dibangun 

bank sentral yang mandiri dan bebas dari pengerub kolonial, diangkat 

presiden bern bank sentral yaitu Syaftudin Prawiranegara. 7 

Peranan Bank Indonesia sebagai institusi bank sentral terlibat semakin 

jelas setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang 

Pokok-pokok Bank Sentral. Dalam undaag-undang tersebut Bank Indonesia 

masih merangkap sebagai bank kome<Sial namun lebih berperan sebegai 

penjaga stabilitas moneter~ mengedarkan uang, mengembangkan sistem 

perbankan, mengswasi kegiatan bank dan penyaluran kredit Sejak 

6 Juli Innayanto, dl<k. Bonk dan Lembago Keuangan, {Jakarta : Unive~ltas Trisakti, 2000), hal. 24, 
1 Ibid. 

Universitas Indonesia 

Pengawasan Bank..., Anisa Nastiti, FH UI, 2009



9 

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 peran komersial Bank 

Indonesia dicabut pemerintah. 8 

2.1.2 Kedudukan dan Status Bank Indonesia 

Bank Indonesia berkedudukan serta berkantor pusat di ibukota negara 

(Jakarta) serta dapat mempunyai kantor-kantor di dalarn dan di luar wilayah 

negara Republik Indonesia. Adapun penarnaan kantor di dalaru negeri disebut 

kantor cabang sedangkan kantor di luar negeri disebut kantor perwakilan. 

Pada kantor-kantor tersebut dapat dilaknkan kegiatan-kegiatan Bauk 

Indonesia sesuai dengan tugas dan wewenangnya. 

Kedudukan dan status Bauk Indonesia sebagaimana dalarn penjelasan 

Pasal 230 Undang-Undang Oasar 1945. Penjelasan Pasal 230 Undang­

Undang Dasar 1945 tersebut menyatakan antara Jain :9 

«Juga tentang hal macam dan burga mata nang ditetapkan dengan 
undang-undang. lni panting karena kedudukan nang itu besar 
pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama ialab alat penukar dan 
pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudabkan pertukatan 
juai-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu, perlu ada macam 
dan rupa nang yang diperlukan oleh mkyat sebagai pengatur harga untuk 
dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. 
Barang yang menjadi pengakur harga itu, mestilab tetap barganya, 
jangan naik turun karena keadaan nang yang tidak teratur. Oleh karena 
itu, keadaan uang itu harus ditetapkan dengan undang-undang. 
Berhubung dengan itu, kedudukan Bauk Indonesia yang akan 
mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan 
undang-undang". 

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas babwa di Indonesia hanya ada satu 

bauk sentral yaitn Bank Indonesia Bauk Indonesia mcmpunyai kadudukan 

kbusus, yakoi sebagai satu-satunya lembaga yang diberi bak monopoli oleh 

negara, dimana Bank Indonesia berwenang untuk mcnerbitkan, mengeluarkan, 

dan mengatur peredarao macarn dan harga mata uang.10 

8 Ibid. hal 24-25, 
9 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
1~cbmadi, Usman. op.dt, hal. 29. 
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Status hukum Bank Indonesia adalah hank sentral Republik Indonesia, 

hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. 

Berdasarkan status tersebut, Bank Indonesia tidak melakukan kegiatan 

intermediasi seperti yang dilakukan oleh bank peda wnumnya. 

Pasal 4 ayat (2) UUBI menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah 

lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya, bebas dari eampur tangan Pemerinlah danlatau pi.hak lain, 

kecuali untak hal-hal yang seeara tegas diatur dalam undang-undang ini. 

UUBI telah menempatkan kodudukan hakum Bank Indonesia sebagai 

lembaga negara yang independen di bidang tugasnya, berada di luar 

pemerinlah dan lembaga negara lain. Indepeodensi ini membawa konsekuensi 

logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangaa mengatur, 

membuat atau menerbitkan perat:u.nm disertai kemungkinan pemberian sanksi 

administratif yang merupakan pelaksansan undang-undang dan menjangkau 

selurnh bangsa dan negara Indonesia.11 

Dalarn Pasal 4 UUBI menerangkan dasar hakum Bank Indonesia 

sebagai Bodan Hakum. Pengertian badan hukum disini meliputi bodan hakum 

publik dan badan hukum perdata. Dalaro kedudakannya sebagai bodan hakum 

publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan pemturan-peraturnn yang 

mengikat masyatakat luas sesuai dengaa tugas dan wewenangnya. Sedangkan 

sebagai badan hakum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas 

nama sendiri di dalarn dan di luar pengadilan.'' 

Sccara eksplisit indepeodensi Bank Indonesia tereermin dalam 

pemberian kodudukan khusus yang tergo!ong baru dan sangat berboda dalaru 

sistem dan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Menurut undang­

undang, kodudukan Bank Indonesia tidak se]ajar dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat (untak selanjutnya disebut DPR), Mahkarnah Agung (untuk 

se!anjutnya dlsebut MA), Bodan Pemeriksa Keuangan (untuk selanjutnya 

11 Ibid, hal. 30. 
12 H. Malayu, S,P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, {Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal. 31. 
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disebut BPK) atau Presiden yang merupakan Lembaga Tinggi Negara. 

Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen karena Bank 

Indonesia berada di luar pemerintah. Untuk rnelihat posisi Bank Indonesia 

yang baru, maka perlu dilihat institusi kepresidenan dengan Presiden sebagal 

Kepala Pemerintaban dan sebagai Kepala Negara. Presiden sebagal Kepala 

Pemerintahan membawahi para menteri non-departemen dan menteri 

departemen. Dalam hal ini Bank Indonesia mengambil posisi sebagian pecan 

Presiden sebagal Kepala Negara, sebingga kedudukan Bank Indonesia sejajar 

dengan kedudukan Presiden-" 

Kemandirian Bank Indonesia menyebabkan pihak laiu dilarang untuk 

melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank 

Indonesia, naroun sehaliknya Bank Indonesia wajib pula menolak dan/atau 

mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapWl. Namun 

dalam kemandiriannya tersebut Bank Indonesia tetap wajib menyampaikan 

laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan 

laporan keuangannya diperiksa oleb Baden Pemeriksa Keuangan." 

Pelarangan dan kewajiban penolakan campur tangan rersebut 

dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas den 

wewenangnya seeara efektif. Oleh karenanya jelas apabila temyata perbuatan 

pihak tertentu membuat seeara langsung atau tidak langaung mempengaruhl 

kebijakan daJam pelaksanaan tugas Bank Indonesia maka dikategorikan 

sebagai carnpur tangan, namun tidak termasuk daJam pengertian eampur 

tangan yaitu kelja sarna yang dilakukan oleh pihak laiu atau bantuan teknis 

yang diberikan oleh pihak laiu atas pennintaan Bank Indonesia dalarn rangka 

mendukung pelaksanaan tugasnya.15 

13 Didik J. R.achbini dan Suwidi Tono, Bank Indonesia Menuju lmiepemiensi Bonk Sentrol, (Jakarta : 
PT Mardi Mulyo, 2000). hal.167. 
14 Muhamad Djumhana, Hulcum Perbanlwn di Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), 
hat 95. 
15 Ibid, baL 95. 
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Esensi dari status dan kedudukan Bank Indonesia adalah agar 

pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat lebih efektif. Jmplika.'linya, Bank 

Indonesia harus lebih transparan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 

tugasnya untuk mencapai tujuan memelihara kestabilan nilai rupiah yang 

tercennin pada nilai tukar dan laju inflasi.16 

2.1.3 Tujuan Bank lndonosia 

Dalam UUBI dinyatakan seeara tegas bahwa tugas Bank Indonesia 

adalah mencapal dan memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal 7). Tugas 

tersebut merupakan single objective atau tujuan tunggal. Kestabilan nilai 

rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terbadap barang dan jasa 

yang tercennin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mat.a 

uang negara lain. 

Perumusan tujuan Bank Indonesia dalam bentuk single objective 

dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapal dan batusan 

tanggung jawab yaag harus dipikul Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan 

Undang~Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang dirumuskanseoara umum, yaitu 

"maningkatkan taraf hidup ralcyat". Ketidaktegasao perumusan ten;ebnt 

menimbulkan implikasi, antara lain pecan Bank Indonesia ~-ebagai otoritas 

tidal< jelas dan tidal< terfukus. 17 

2.1.4 Tugas dab Fungsi Bank Indonesia 

Fungsi bank sentral di negara manapun selalu memegang peranan sangat 

penting dalam memajukan perkembangan pembangunan di negaranya, begitu 

pula dengan togas bank sentral di Indonesia yang diemban oleh Bank 

Indonesia juga mempunyai posisi sb:ategis dalam pembangunan, balk dalam 

melayani pemerintah, dunia keuangan dan perbankan, yang ada di Indonesia 

dan di selurub dunia. 

16 H, Malayu., S.P. 1-tasibuan, op.dt, be: I. 31, 
11 Ibid, llal. 32. 
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Peranan Bank Indonesia sehagai bank sentral atau sering juga disebut 

bank 1o bank. Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai bank to bank adalah 

mengatur. mengkoordinir, mengawasi serta memberikan tindakan kepada 

dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari 

masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat benar-benar efektif 

penggunaannya sesuai dengan tujuan pernbangunan. Kemudian disrunping 

mengurus dana perbankan, Bank Indonesia juga mengatur dan mengawasi 

kegiatan perbankan secara kese!urubannya. 18 

Peranan lain dari Bank Indonesia ada!ah dalam hal mencetak dan 

menyalurkan uang, terutama uang kartal (kertas dan logam). Bahkan Bank 

Indonesia mempunyai bak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Tugas 

berikutnya ada!ah mengendalfkan jumlah uang yang baredar dan suku bunga 

dengan makaud untuk menjaga kestabi!an nilai rupiah. Disrunping itu 

hubungao Bank Indonesia dengan pemerintah uda!ah sebagai pemegang kas 

pemerintah. Begitu pula hubungan keuangan dengan dunia intemasional juga 

ditangani oleh Bank Indonesia, seperti menerima pinjarnan Juar negeri. 19 

Bank Indonesia mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kes!ahi!an 

nilai rupiah. Untuk mcncapai tujuan te""'but Bank Indonesia melaksanakan 

kebijakan moneter secara berke!anjutan, konsisten, transparan, dan harus 

mempertimbungkan kebijakan urnum pemerintah di bidang perekonomian. 

Konsek:uensi sebagai Jembaga yang burtujuan untuk menjaga dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah, maka Bank Indonesia mernpunyai tugas 

untuk: 

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

Dalam rangka menetapkan dan me!aksanakan kebijakan moneter 

Bank Indonesia herwenang : 

I) Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan mernperbatik:un Iaju 

inflasi yang ditetapkannya; 

1* Kasmir, Das(Jr~dasar Perbankon, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,. 2006), bal. 206. 
1
"' Ibid, haL 206-207. 
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2) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara 

yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada : 

a) operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang rupiah 

maupun valas; 

b) penetapan tingkat diskonto; 

c) penetapan cadangan wajib minimwn; 

d) pengaturan !credit atau pembiayaan. 

3) Mcmbcrikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 

paling lama 90 (sernbilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi 

kesulitan pendanaanjangka pendek bank yang bersangkutan; 

4) Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistern nilai tukar 

yang relah ditetapkan; 

5) Mengelola cadangan devisa; 

6) Menyelenggarakan swvei secara atau sewaktu-wak:tu diperlukan 

yang dapat bersifat makro dan mikro. 

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayarnn 

Dalam upaya mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran, Bank Indonesia memiliki wewenang penub untuk 

melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas 

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara 

jasa sistem pembayaran melaporkan kegiatannya serta menetapkan 

penggnnaan alai pembayaran. Persetujuan atau izin penyelenggaraan 

jasa sistem pembayaran oleh pihak lain diperlnkan agar terpenuhi 

persyaratan kearaanan dan efisiensi. 

Kewajiban menyampaikan lapnran seeara berkala dimaksudkan 

supaya Bank Indonesia dapat memantau penyelenggaraan sistem 

pembayaran. Sedangkan penetapan alat pembayaran dimaksudkan agar 

alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi 

persyaratan keamanan bagi pengguna. Termasuk, membatasi 
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penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehatJ­

hatian. 

1) Sistem dan penyelenggaraan kliring 

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring 

antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang 

meliputi sistem kliring domestik dan lintas negara. 

Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank serta penyelesaian 

akbir transaksi pembayaran antar bank dilakukan oleh Bank 

Indonesia atau pibak lain yang mendapet persetujuan Bank 

Indonesia 

2) Meogeluarkan dan mengedarkan uang 

Sesuai dengan amana! Undang-Undang Dasar I 945, Bank 

Indonesia merupakan satu.-satunya lembaga yang berwenang untuk 

mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah. Tennasuk 

dalam kewenangan ini adalab mencabut, menarik serta 

memusnahkan uang. menetapkan macamj harga, ciri uang yang 

akan dikeluarkan, baban yang digunakan dan penentuan tanggal 

mulai ber!akunya sebagai ala! pembayaran yang sab. Sebagai 

lronsekuensinya, maka Bank Indonesia barns menjarnin 

ketersedirum uang di masyarakat dalam jumlab yang cukup dan 

dengan kualitas memadai. 

Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari 

bca materai dan Bank Indonesia dapat mencabut atau menarik 

uang rupinb dan peredaran dengan memherikan penggantian yang 

sama nilainya. Da!am hal ini, Bank Indonesia memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penukaran uang 

dalam peeaban yang sarna serta uang yang eacat, rusak atau 

terbakar."' 

c. Meogetur dan mengawasi bank 

20 Ibid hal. 119. 
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Bank Indonesia da.Jam melaksanakan tugas mengatur dan 

mengawasi bank, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UUBI, berwenang 

untuk : menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas 

kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan 

pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan 

ketentuan perundangan-undangan. 

Dalam bal pengawasan dan pengaturan bank, Bank Indonesia 

selaln berpedoman pada UUBI juga mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 7 Tabun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telab diubab 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tabun 1998 (untuk selanjulnya 

disebut UU Perbankan). 

I) Perizinan, laperan, dan sanksi 

Di bidang perizinan, cakupan wewenang Bank Indonesia 

meliputi: 

a) Membarikan dan mencabut izin usaha bank; 

b) Mernberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindaban 

kantor bank; 

c) Membarikan persetujuan alas kepemilikan dan kepengurusan 

bank; 

d) Memberikan izin kepeda bank untuk menjalankan kegiatan­

kegiatan usaha tertentu. 

Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia atau pibak Jain 

yang ditunjuk alas namanya meliputi pengawasan langsung dan 

tidak langsung. Pengawasan langsuug terhadap bank dapll! berupa 

yaitu berbentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan­

tindakan perbaikan, juga dapat berupa pangawasan tidak langsung 

yaitu suatu bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, 

dan evaluasi laperan bank. Dalam rangka pengawasan yang 

dilaknkannya Bank Indonesia dapat menjalankan pemeriksaan 

secara berkala sekurang-kunmgnya satu tabun sekali untuk setiap 
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bank. Di samping itu pemeriksaan dapat dilakukan secara 

insidental setiap waktu apabiJa diperlukan untuk meyakinkan basil 

pengawasan tidak langsung dan apahila terdapat indikasi adanya 

penyimpangan.21 

2) Pengalihan tugas pengawasan hank 

Dalam Undang-Undang Bank Indonesia ditetapkan bahwa 

tugas mengawasi hank akan dialihkan kepada lembaga 

pengawasan sektor jasa keuangan independen yang dihentuk 

berdasarkan undang-undang sehanbat-lamhatnyn 31 Desember 

2002. Tugas yang dialihkan kepada Jemhaga ini tidak termasuk 

tugas pengaturan bank serta tugas yang herkaitan dengan 

perizinan. Lemhaga pengawasan independen ini nantinyn akan 

melakakan pengawasan terhadap semua lemhaga jasa keuangan 

seperti hank, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan 

perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang 

menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. 22 

Dalam menjalankan tugas sebari-bari Bank Indonesia dipimpin oleh 

Dewan Gubemur, yang terdiri dari seorang Guhemur, seorang Deputi 

Guhemur Seruor dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sehanynk­

hanyakoya 7 (tujoh} orang Deputi Guhemur. Dalarn hal ini Deputi Guhemur 

Senior merupakan Wakil Guhemur dan apabila Guhemur dan Deputi 

Guhemur Senior herhalangao, malm Guhemur atau Deputi Guhemur Senior 

menunjuk seorang Deputi Guhemur untuk memimpin Guhemur.23 

Hal tersebut diatas dimaksudkan apabila ada sesuatu yang 

membutuhkan persetujuao Guhemur atau Deputi Guhemur Senior maka 

Deputi Guhemur yang ditunjuk akan menggantikan Gohemur atau Deputi 

Guhemur Senior dan dia hertanggang jawab atas segala sesuatu yang 

diputuskan danlatau dilakukan. 

ll Muhamad Djumhana., ap,cil, hal. 1 04~ lOS. 
22 DidikJ. Racbbini dan Suwidi Tooo, op.cit, hnl 180. 
n Kasmir, op. cir, bal. 207. 
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Kedudukan Gubemur dan Deputi Gubemm Senior diusulkan dan 

diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR untuk rnasa jabatan 5 (lima) 

tahun. Kemudian rnasa jabatan yang sama dapat diperpanjang sebanyak­

banyaknya 1 (satu) kali rnasajabatan berikutnya.24 

2.1.5 Hubungan dengan Pemerintah 

24 Ibid. 

Dalam rangka koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, Bank 

indonesia selaku otoritas moneter perlu menjalin bubungan kelja dengan 

pemerintah selaku otoritas fiskal. Mesklpun Bank Indonesia Ielah memiliki 

indepeudensi, cakupan tugas dan wewenangnya sedikit banyak terkait dengan 

kepeutingan Pemerintah. 

Hubungan Bank indonesia dengan Pemerintah telah diatur dengan jelas 

dalam UUBI adalah sebagal berikut : 

a Bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah; 

b. Untuk dan atas nama Pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima 

pinjaman luar negeri, menatansahakan serta menyelesaikan tagihan dan 

kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri; 

c. Pemerintah wajib meminta peudapat Bank Indonesia dan atau 

mengandang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas 

masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas 

Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia; 

d. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai 

Raneangan Anggaran Pendapatan dan Betauja Negara serta kebijakan 

lain yang berkaitau dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia; 

e. Dalam bal Pemerintah menerbitkan surat-surat hutang negarn, 

Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia 

dan Pemerintah juga wajib terlebib dulu berkonsultasi dengan Dewan 

Perwakitau Rakyat; 
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f. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat~surat hutang negara 

yang diterbitkan Pemerintah; 

g. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah. 

2.1.6 Hubungan deogan Dunia Intemasional 

Da!am hal hubungan Bank Indonesia dengan dunia intemasional maka 

Bank Indonesia : 

a. Dapat melakukan ketja sama dengan 

I) Bank Sentral negara l.Un 

2) Organisasi dan Lembaga Internasional 

b. Da!am hal dipersyaratkan bahwa anggota intemasional danlatau 

lembaga multilateral ada!ah negara maka Bank Indonesia dapat 

bertindak nntuk dan atas nama nagara Republik Indonesia. 

2.2 BANK SYARIAH 

2.2.1 Sejarah Perbankan Syariah di Indoneoia 

Sejarah perkembangan sistem perbenkan syariah di Indonesia 

mencerminkan dinamika aspirasi dan keinginan dari masyarakat lndnnesia 

sendiri untuk memiliki sebnah a!tematif sistem perbankan yang adil, melalui 

penerapan sistem bagi basil yang menguntungkan bagi nasabah dan bank.25 

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh 

ke Indonesia. Pada awal pariode 1980-an, diskusi mengenal bank syariah 

sebagai pilar ekonomi Islam mula! dilakukan. Para tokoh yang terlibat da!am 

kajian tersebut adalah M. Dawan Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, 

san laiu-lain. Beberpa uji coba pada skala yang relatif terbatas telab 

diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang 

1S Bank Indonesia, Perbankan Syariah Lehih Dari Sefutdar Bank, hal. 11. 
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sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam 

benruk koperasi. yakni Koperasi Ridho Gusti. Ui 

Namun, gagasan untuk mendirikan bank Islam di Indonesia beru 

dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (untuk selanjutnya 

disebut MUl), pada tanggal 1 &-20 Agustus 1990 menyelenggarakan 

Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Bamt. Hasil 

Lokakarya lersebut dibabas lebih mendalam pada Musyawarab Nasional IV 

MUJ. Berdasarkan amana! Munas IV MUJ, dibeotuk kelompok kerja untuk 

mendirikan bank Islam di Indonesia. 

Hasil kOija dari Tim Perbankan MUl ini adalab berdirinya PT Bank 

Muamalat Indonesia (untuk selanjutnya diseimt BMI). Akte Pendirian PT 

BM!ditandatanganipadatanggall November 1991. 

Pada awal pendirian BMI, keberadaan bank syariab ini belwn mendapat 

perhatian yang layak dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan 

hukwn opemsional bank yang menggunakan sistem syariab ini hanya 

dike!egorikan sebagai bank dengan sistem bagi basil. 

Perkernhangan perhankan syariab yang secara formal dimulai sejak 

tabun 1992, hingga saat ini mesldpun pangsa pasarnya masih reiatif keeil, 

namun dari sisi laju pertwnbuhan relatif cukup posat. Memang pada tabun 

1992 sampai dengan 1998 lerjadi perkernhangan yang lamba~ baik dari sisi 

jwnlab kantor bank syariab maupun indikator perhankan lainuya. Hal ini 

antam Jain disebabkan oleh beberapa hal :27 

a. Masih kurangnya pemabarnan dan banyak terdapat kesalaban 

pemabaman masyarakat mengenai bank syariab. 

b. Terbatasjwnlab dan distribusijaringan kentor bank syariab. 

c. Kurangnya sumber daya manusia dan tenaga ahli dalam mendukung 

pengembangan bank syariab. 

16 Muhammad Syafi'i Antonio, up. cit, hat 277R278. 
71 Prof. DR, Ahmad Rodoni dan Prof. DR. Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : 
ZHcrul Hakim, 2008 ), hal. 20. 
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Berbagai kendala tersebut telah diatasi dengan melaksanakan program 

pengembangan yang sungguh-sungguh, terutama sejak dikeluarkannya UU 

Perbankan Syariah. Lmgkah-langkah pengembangan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut :23 

a. Menyempurnakan inftastruktur keuangan,. instrumen moneter dan pasar 

keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah guna mendakang 

pelaksanaan kebijakan moneter, serta efisicnsi dalarn pengelolaan dana 

bank-bank syariah. 

b. Menciptakan sistem monitoring dan pengawasan yang efektif untuk 

menjamin ter<:iptanya sistem perbankan syariah yang sebat dan 

menjalankan kctentuan syariah secara konsisten. 

c. Melaksanakan koordinasi dan program peniogkatan kompetensi somber 

daya mannsia, baik di benk sentral maupun pera benkir dan pihak yang 

ter!Wt dengan perbankan syariah, serta meningkatkan pemaharnan 

masyatakat terhadap perbankan syariah. 

Optirnisme perkembangan perbankan syariah yang semakin baik di 

masa datang didukung oleh kondisi semakin meniogkatnya pemaharnan dan 

keinginan masyamkat untuk menggunakan jasa perhankan syariah. Sementara 

di lnin pihak para bankir dan investor beru juga mulai menyadari mengenai 

potensi pasar dan keunggahm yang dirniliki oleh sistem perbankan syariah 

sehingga menimbulkan rniunt untuk mengembangkan pelayanan jasa 

perbenkan syariah. Bank Indonesia dalarn hal ini mengakomodir dengan 

menyempumakan berbagai ketentuan yang memberikan berbagai pilihan 

untuk pengembangan jaringan kantor bank syariah serta memberikan 

informasi tentang potensi wilayah dan tuntutan masyarakat terhadap 

perbankan syariah. 29 

29 ibid, hal, 21. 
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2.2.2 Produk Perbankan Syariab 

Produk perbankan syariah dapat rlibagi rnenjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : 

2.2.2.1 Produk penyaluran dana 

Dalarn menyalu:rkan dana pada nasabab, produk pembiayaan 

syariab terbagi kedalarn 3 (tiga) kategori yang dibedakan bardasatkan 

tujuan penggunaannya yaitu :30 

J. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang 

dilakukan dengan prinsip jual beli. 

2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa 

dilakukan dengan prinsip sewa. 

3. Transaksi pembiayaan untuk usaba ke!jasama yang ditujukan guna 

mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi basiL 

Pnda kategori pertoma dan kedua, tingkat keuntungan bank 

direntukan di depan dan menjadi bagian harta atas barang atau jasa yang 

dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalab produk yang 

menggunakan prinsip jual beli, seperti murabahah, sa/am dan ishtishna 

serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu ijarah. 

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank 

ditentukan dari besamya keuntungan usaba sesuai dengan prinsip bagi 

ha'lil. Produk yang termasuk dalarn kelompok ini adalab musyarakt:Jh 

dan mudharabah. 

a Prinsip Jual Beli (Ba 'l) 

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya 

perpindalum kepemilikan barang atau benda (transfer of property). 

Trnnsaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk 

pembayarnnnya dan waktu penyerahan barang, seperti :31 

l) Pembiayaan Murabahah 

JO Bank Indonesia, Perbanlcan $yl1Fiah. bal. 29. 
31 Ibid. hat 30. 
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Murabahah berasal dari kata •·ribh0 (keuntungan) 

adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah 

keuntungannya. Bank bertindak penjual, sementara nasabah 

sebagai pembeli. Dalarn perbankan., murabahah lazimnya 

dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi rsaman ajil). 

Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, 

sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. 

Jadi, pembiayaan murabahah merupakan jual beli 

secara kradit, dimana nasabah akan membayar kepada bank 

seeara berangsur sampai dengan balas waktu yang telah 

disepakati bersama 

2) Salam 

Salam adalah transaksi jual bell dimana barang yang 

diperjualbelikan belum ada Bank bertindak sebagai pembeli 

dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, 

krmlitas, barga, dan waktu penyerahan barang barns 

ditenankan secam. pasti. Hal tersebut dilakukan supaya 

masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan. 

Dalam praktik perbankan., ketika barang 1alah 

diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada 

rekanan nasabah atau kepada nasabah itu seeara tunai alau 

secara angsuran. 

Adapun ketentuan urnurn sa/am sebagai beriknt :22 

a) Pembelian basil produksi harus dikelahui spesifikasinya 

secarajelas. 

b) Apabila hasil produkai yang diterima cacat a tau tidak 

sesual dengan akad maka nasabah (produsen) barns 

bertanggung jawab dengan cara antara lain : 
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mengernbalikan dana yang diterimanya atau mengganti 

sesuai dengan pesanan. 

c) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli 

atau dipesannya sebagai persedia.an (inventory) maka 

dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad sa/am 

kepada pihak ketiga (pembeli kedua). 

3) Jstishna 

Dalam istishna pembayarnn dilakukan oleh bank dalam 

bebeeapa kali pembayaran. 

Ketentuan umum dalam istishna :33 

Spesitlkasi beeang harus jelas. Harga jual yang 

disepakati dicantumkan daJam akad istishna dan tidak boleh 

berubah selama berlakuoya akad. Jika teljadi perubahan dari 

kriteria pesanan dan terjadl perubahan barga setelab akad 

ditandatangani maka selurub biaya tanggungan ditanggung 

nasabah. 

b. Prinsip Sewa (Jjarah) 

Transaksi ifarah dilandasi adanya perpindahan manfaat 

dimana objek transaksinya adalab jasa. Pada akhlr masa sewa, 

baak dapat menjual barnng yang disewakannya kepada nasabab. 

Karena itu daJam perbaakan syariab dikenal dengan ijarah 

muntahiyoh bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindalmya 

kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal 

perjanjian. 

c. Prinsip Bagi Hasil (Syirlwh) 

Produk pembiayaan syariab yang didasarkan pada prinsip 

bagi basil adalah :34 

1) Musyarakah 
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Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan par& 

pihak yang berl<ejasama untak meningkalkan nilai asset yang 

mereka miliki secara bers.ama-sama. Yang tennasuk dalam 

golongan musyurakah adalah semua bentuk usaha yang 

melibatkan dua pihak atau lebih dimana secara bersama-sama 

memadakan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud 

maupun tidak beiWUjud. 

Ketentuan umum musyurakah sebagal berikut :" 

Semua madal disatukan untuk dijadikan madal proyek. 

musyurakah akan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik 

modal berhak turut serta dalam menetukan kebijakan usaha 

yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal 

dipereaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh 

melakakan tiodakan seperti : 

a) Menggahungkan dana proyek dengan haria pribadi. 

b) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain 

tanpa izin pamilik modal. 

c) Memberi pinjaman kepada pihak lain. 

Ketentuan lalnnya adalah : 

d) Setiap pamilik modal dapat mengaiihkan penyertaan 

atau digantikan oleh pihek lain. 

e) Setiap pemilik modal dianggap mengakbiri keijasama 

apabila meuarik diri dari perserikatan, meninggai dunia 

dan menjadi tidak cakap hakum. 

!) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan 

jangka waktu proyek harus diketabui bersama. 

Keuntungan dibagi sesuni dengan sesuai kesepakatan 

sedangkan kerugian dibagi sesuni dengan porsi 

kontribosi modal. 
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g) Proyek yang akan dijalankan barus disebutkan dalam 

akad. Setelah proyek selesai nasabah dapat 

mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang 

telah disepakati untuk bank. 

2) Mudharabah 

Mudharabah adalah ke!jasama antara dua atau lebih 

pihak dimana pemilik modal (shahibul maa/) 

mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola 

(mudharib) dengan suatu pe!janjian pembagian keuntungan. 

Perbedaan yang esensial dari musyarabah dan 

mudharabah terletuk pada besamya kontribusi atas 

manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam 

mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak. 

Sodangkan dalam musyarabah modal berasal dari dua pihak 

atau lebih. Musyarabah dan mudharabah berbentuk 

pe!janjian kepercayaan (uqud al-amanah) yang menuntut 

tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. 

Ketentuan nmum mudharabah sebagai beriknt :36 

a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku 

pengelola modal hams diserahkan tunai; dapat beropa 

uang atau barang yang dinyetukan nilaioya dalam 

satuan uang. 

b) HasH dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah 

dapat diperbitungkan dengan dna cara : perbitungan 

dari pendapatan proyek dan perhitungan dari 

keuntungan proyek. 

c) Hasil nsaha dibagi sesuai dangan persetujuan dalam 

akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. 

Selakn pemilik modal, bank menangguug seluruh 
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kerugian, keeuali akibat kelalaian dan penyimpangan 

dari pihak nasabah. 

d) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap 

pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan 

pekeljaanlusaha nasahah. Jika nasahah cidera janji 

dengan sengaja maka dapat dikenakan sanksi 

administrasi. 

Prinsip mudharabah terbagi 2 (dua) :37 

I) Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet 

Jenis mudharahah ini merupakan simpanan khusus 

(r<Jtricted imlfZstment) di mana pemilik dana dapat 

menetapkan syarat-syarnt tertentu yang harus dipatnbi oleh 

bank. 

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut: 

a) Pernilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang 

harus diikuti oleh bank wajib mernbuat akad yang 

mengatur persyaratan penyalu.ran dana simpanan 

khusus, 

b) Bank wajib mernberitahukan kepada pemilik dana 

mengenai nishah dan tata cara pemberitahuan 

keuntungan dan atau pembagian keuotungan serta 

risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. 

Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut 

harus dicantnmkan da1am akad. 

c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti 

simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari 

rekening lainnya 
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d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan 

sertifikat at.au t.anda penyimpanan (bilyet) deposito 

kepada depesan. 

2) Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet 

Jenis m~J.dharabah ini merupakan penyaluran dana 

madharabah langsung kepada pelllksana usahanya, di mana 

bank bertindllk sebagai perantara (arranger) yang 

mernpertemukan antara pernilik dana dengan pelllksana 

usaha. Pemitik dana dapat menelapkan syarnt·syarat tertentu 

yang barns dipatutri oleb bank dalarn mencari kegiat.an usaha 

yang llkan dibiayai dan pelllksana usahanya. 

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut: 

a) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti 

simpanan kbusus. Bank wajib memisahkan dana dari 

rekening lahmya. Simpanan kbusus dicatat pada pas 

tersendiri dalarn rekening adaainistratif. 

b) Dana simpanan kbusus barus disalurkan secara 

langsung kepada pibllk yang diamanatkan oleh pemilik 

dana 

c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan 

kedua pihllk. Sedaogkan antara pemilik dana dan 

pelllksana berlaku nisbah bagi basil. 

d. Akad Pelengkep 

1) Hiwalah (Alih Ut.ang Piutang) 

Hiwalah adalah transaksi mengalibkan ut.ang piutang. 

Fasilitas hiwalah lazinmya untuk melaujutkan supplier 

mendapatkan modal tunai agar dapet melanjutkan 

prnduksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa 

pemindahan piut.ang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian 

yang mungkin timbul, bauk perlu melukukan penelitian atas 
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kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi 

antara yang mernindahkan piutang dengan yang berutang. 

2) Rahn (Gadai) 

Tujuan akad rahn adalah memberikan jarninan 

pembeyaran kembali kepada benk dalarn memberikan 

pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenubl 

kriteria sebagai berikut :38 

a) Milik nasahah sendiri. 

b) Jelas ukuran, sifut, dan nilainya ditentukan berdasarkan 

nilai riil pasar. 

c) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaaakan oleh 

bank. 

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan 

penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. 

Nasabeh berhak untuk menjual barang tersebut dengan 

seizing bank. Apabila basil penjualan melebihi kewajibannya 

maka kelebihan tersebut menjadi millk nasabah. Jika basil 

penjualan tersebut lebih kecil dari kewajihannya, nasabeh 

menutupi kekurangannya, 

3) Qardh 

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam 

petbankan biasanya dalam empat hal yaitu :39 

a) Sebagai pinjarnan tabungan baji, dimana nasabeh caJon 

haji akan diberikan pinjaman untuk memenuhi syarat 

penyetenm biaya peljalanan hajL Nasabah akan 

melunasinya sebelum keberangkatan ke haji. 

b) Sebagai pinjaman tunal (cash advanced) dari prodnk 

kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan 
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untuk menarik uang tunai melalui bank (ATM). 

Nasabah akan mengernbalikannya sesuai waktu yang 

ditentukan. 

c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kedl. 

d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank 

menyediakan fasilitas ini untuk memastikan 

terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank 

akan mengembalikannya sccara angsur melalui 

pemotongan gajinya. 

4) Wakolah (Perwakilan) 

Wako/ah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa 

kepeda bank untuk mewakili dirinya melaknkan pekeijaan 

jasa tertentu. 

Bank dan nasahah yang dieantumkan dalam akad 

pemberian knasa barns eakap hukum. Kelalwan dalam 

menjalankan knasa menjadi tanggung jawab bank, keeuali 

kegagalan karena force majeure menjadi tanggung jawab 

nasabah. Apabila bank yang ditunjuk lebib dari aatu maka 

masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri 

tanpa musyawarah dengan bank yang lain, keeuali dengun 

seizin nasabah. 

5) Kafalah (Garansi Bank) 

Garansi bank dapal diberikan dengan tujuan untuk 

menjamin suatu kewajihan pembayamn. 

2.2.2.2 Produk Penghimpunan Dana 

Pengbbepunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, 

tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan 

dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi 'ah dan 

mudharabah. 

Unjyorsitas Indonesia 

Pengawasan Bank..., Anisa Nastiti, FH UI, 2009



31 

a. Prinsip Wadi 'ah 

Prinsip wadi'ah yang diternpkan adalah wadi 'ah yad 

dhamanah berbeda dengan wadi 'ah yad amanah. Wadi 'ah yad 

ama11ah diterapkan pada produk simpanan yang tidak sering 

ditarik atau dipakai, seperti safe deposit box. Sementara wadi 'ah 

yad dhamanah diterapkan pada rekening giro'0 

Daiam wadi'ah yad amanah, prinsipnya harta titipan tidak 

boleh dimanfaatkan oleh yang ditilipi (bank). Sedangkan daiam 

wadi'ah yad dhamaliDh, pihak yang dititipi (bauk) bertanggung 

jawab atas keutuhlln harta lilipan sebingga ia boleh memanfaatkan 

harta titipan terseboL 

Ketentuan umum dati produk ini adaiah :41 

1) Keuntungan a tau kerugian dati penyaiuran dana menjadi bak 

milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak 

dijanjtkan imbaian dan tidak menanggung kerugian. Bauk 

dimungkinkan memberi bonus kepada pemilik dana sebagai 

suatu insentif untuk menarik dana masyaraket namun tidak 

boleh dipeljanjikan di muka. 

2) Bauk harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya 

meneakup izin penyaiuran dl!lla yang disimpan dan 

persyarntan lainnya yang disepakati selama tidak 

bert<:ntangan dengan prinsip syariah. Kbusus bagi pemilik 

rekening giro, bauk dapat membarikan buku cek, bilyet giro, 

dan debit card. 

3) Terbadap pembukaan rekening ini bauk dapat mengenakan 

pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya 

yang benar-benar terjadi. 

40 Muhammad Syafi'i Antonio, op.cit, hat 249. 
41 Bank Indonesia, Perbankan Syariah, haL 39. 
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4) Ke!entuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening 

giro dan tabungan berlaku selama tidak bertentangan dengan 

prinsip syariab. 

b. Prinsip Mudharabah 

.u Ibid, hal. 40-42. 

Dalam prinsip mudharabah, penyimpen atau deposan 

bertindak sebagai shahibul maa/ (pemilik modal) dan bank sebagai 

mudbarib (pengelola). Dalam hal bank mengganakan dana untuk 

melakukan pembiayaan mudharabah, bank bertanggung jawab 

penuh atas kerugian yang teijadi. Prinsip mudharabah ini 

diaplikasiken pada produk tabungan beljangke dan deposito 

beljangke 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan 

dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi :42 

1) Mudharabah mutlaqah 

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa 

tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis 

pengbimponan dana, yaitu tabungan mudbarabah dan 

deposito mudbarabah. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada 

pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang 

dihimpun. 

Ketentuan umum dalam produk ini adalah : 

a) Bank wajib memberitabukan kepada pemilik dana 

mengenai nisbah dan tata cam pemberitahuan 

keuntungan dan atau pembagian keuntungan serta 

risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpenan dana. 

Apabila telab tercapai kesepaketan maka hal tersebut 

hams dicantunakan dalam akad. 

b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan 

buku tabllllgan sebagai bukti penyimpanan, seperti 
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kartu Anjungan Tunal Mandiri (untuk selanjumya 

disebut ATM) atau ala! penarik:u> lainnya kepada 

penabung. Untuk deposito mudha:rabah, bank wajib 

membarikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) 

deposito kepada deposan. 

c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh 

penabung sesoai dengan peljanjian yang disepakati, 

namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. 

d) Deposito mudharabah hanya dapat dieairkan sesuai 

dengan jangka waktu yang disepakati. Deposito yang 

diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan 

sama seperti deposito barn, tetapi bila pada akad sudah 

dlcantutukao perpanjangan otomatis maka tidak perlu 

dlbuat akad baru. 

e) Ketentuan-ketentuan Jain yang berkaitan dengao 

tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengao prinsip syariah. 

c. Akad Pelengkap 

4
J ibid, hal, 42-43. 

Untuk mempennudah pelaksanann peoglrimpunan dana, 

biasanya dlperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap tidak 

dltujukan untuk mencari keuntungan tetapi dltujukan untuk 

mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak 

ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap 

d.ibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang 

dikeluark.an untuk melaksanakan akad. Besamya pengganti biaya 

ini sekadar menutupi biaya yang benar-benar timbul.41 
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2.2.2.3 Jasa Perbaokan 

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan 

kepeda nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau 

keuntungan, Jasa perbankan tersebut anrara lain berupa :44 

a. Sharf(Jual Beli Valuta Asing) 

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan sharf 

Jual beli mata uang yang tidak sejenis iru penyerahannya harus 

dilaksanakan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil 

keuntungan dari jual bah valuta asing ini. 

b. Qarah (Sewa) 

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan 

(safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen 

(custodian). Bank dapat imbalan sewa dari jasa terse but. 

2.2.3 Peran Dewan Pengawas Syariab (DPS) 

44 Ibid. 

a. Pengertian 

DPS adalah suatu dewan yang didirikan untuk mengawasi kegiatan 

operasi bank Islam sehingga tidak sampai melanggar prinsip syariah 

atau senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Tanggung 

jawab dewan ini antara lain mengawasi : pertama, produk dan jasa yang 

ditawarkan bank kepeda nasabah; kedua, investasi ataupun proyek 

dengan siapa bank beke!jasama diiz.inkan oleh syariah; ketiga, 

manajemen bank ini sendirl yang hams didasari prinsip-prinsip 

syariah.45 

b. Tugas dan Fungsi serta Wewenang DPS 

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengilr.uti fatwa 

DSN yang merupekan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa 

4s Prof. DR. Ahmad Rodoni dan Prof. DR Abdul Hamid, op.cit, hal. 200. 
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rnengenai produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip sy.ariah. 

Fungsi dan tugas DPS adalah sebagai berikut :46 

1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksl pimpinan 

Unit Usaha Syariab dan pimpinan kant<>r cabang syariah mengenai 

hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. 

2) Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam 

mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan penduk dan 

jasa dan bank yang memerlukan kajian dan futwa dan DSN. 

3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib 

melapnrkan kegiatan usaba serta perkembangan bank syariab yang 

diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dabun 

setahun. 

Bank yang akan membentuk DPS dalam rangka perubaban 

kegialan usaha atau membuka kantor cabang syariab untuk 

pertama kali dapat menyampaikan permnhonan penempatan 

anggota DPS kepada DSN, MUI. 

4) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang 

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia 

dan Bapepam. 

5) Memberikan peringatan kapeda lembaga keuangan syariab untuk 

menghentikan penyimpangan dan fatwa yang Ielah dikeluarkan 

olab DSN. 

6) Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil 

tindakan apabila peringatan tidak diindabkan. 

Fungsi lain dari DPS adalah melapnrkan kepada pemegang sabam 

dan depositor babwa semua aktivitas bank sesuai dengan syariab. 

Lapnran tersebut diumumkan bersamann dengan lapnran tabunan bank. 

Sedangkan wewenang DPS adalab : 

46 Ibid, hal. 201-203. 
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1) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah; baik untuk 

pengerahan maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan bank 

lainnya. 

2) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah atau 

sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah. 

c. Anggota DPS 

Anggota DPS sebarusnya terdiri dari ahli syariah yang sedikit 

banyak menguasai hokum dagang pnsitif dan eukep terbiasa dengan 

kontmk-kontmk bisnis. Anggota DPS bukanlah stafbauk, mereka dipilih 

oleh RUPS serta gaji meruka ditentukan oleh RUPS. 

Karena DPS bukanlah star bank dimana mereka tidak tunduk di 

bawah kekeasaan administratif make diperlukan liason syariah yang 

menghubungkan dengan direksi. 

Tugas-tugas liason syariah adalah sebagai berikut : 47 

1) Memberikan penjelasan ayariah kepada segenap jajaran dan 

internal bank. 

2) Memberikan infonnasi tentang meksnisme operasinnal bauk Islam 

dan konsep-konsep syariahnya ke pihak luar dengan pen;etujuan 

dewan direksi dan atau DPS. 

3) Menyusun dan melaksanakan paket atau modul-tundul tertentu 

untuk meningkatkan int<:lektualitas dan komitmen keislaman 

segenap jajaran dan segmen bank Islam. 

4) Mengawasi dan memastikan segenap aktivitas dan pnaduk agar 

sesuai dengan syariah serta mengajukannya ke DPS bilamana 

didepati suatu pelanggaran. 

5) Menyusun dan melaksanakan program jangka panjang dan jangka 

pendek selcretariat DPS. 

Banyak anggota DPS yang tidak mempunyai kemampuan di 

bidang perbankan rnereka hanya mengandalkan kepnpuleran dan 

47 Ibid, hal. :204-205. 
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karisma yang dimiliki. Oleh karena itu, harus diadak:an penyeleksian 

yang kelat dalarn mengangkat anggota DPS agar bank syariah benar­

benar menerapkan prinsip syariah. Anggota DPS wajib memenuhi 

perSyaratan sebagai berikut :48 

I) lntegritas 

Anggota DPS yang memenuhi per>yaratan integritas ternebut, 

antam lain adalah pihak-pihak yang : 

a) memiliki akhlak dan moral yang baik; 

b) menriliki konritmen untuk mematuhi peratw:an perundang­

undangan yang berlaku; 

e) menriliki konritmen yang tinggi terbadap pengembangan 

perbankan syariah yang sehat; 

d) tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengllll 

ketentuan yang ditelapkan oleh Bank Indonesia 

2) Kompetensi 

Anggota DPS yang memenuhi per>yaratan kompetensi 

tersebut anlara lain adalah pibak-pihak yang marniliki pengetahuan 

dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di 

bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. 

3) Reputasi keuangan 

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan 

tersebut antam lain adalah pihak-pibak yang : 

a) tidak termasuk dalarn kredit/pembiayaan mace!; 

b) tidak pemah dinyatakan peilit atau menjadi Direksi atau 

Konrisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu 

perseroan dinyatakan pailit, dalarn waktu 5 (lima} tahuu 

terakhir sebelum dicalonkan. 

49 Hasil wawancara dengan Bapak X. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, tanggal 17 Juni 
2009. 
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Dalam rangka penerapan prinsip good corporate governance dan 

scsuai dengan ketentuan yang berlaku, DPS dapat mclakukan 

perangkapanjabatan dengan ketentuan sebagai berikut: 

I) Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan 

sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bagi Bauk Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariab, sedangkan bagi BPRS jumlah anggota DPS 

sekurang-kurangnya I (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 

(tiga) orang; 

2) Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota 

DPS sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) bank lain dan 2 (dua) 

lembaga keuangan syariah bukan bauk; 

3) Sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota DPS dapat merangkap 

jabatan sebagai anggota DSN-MUI, 

Bank syariah wajib memberikan fasilitas kepada DPS dalam 

rangka mendukung kineija pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas, 

wewenang dan tanggnng jawab selaku DPS, antara lain : 

1) Mengakses data dan infonnasi yang diper!ukan terkait dengan 

pelaksanaan tugasnya, serta mengklarifikasikannya kepada 

manajemen bank; 

2) Memanggil dan meralnta pertanggungjawaban dari segi syariah 

kepada manajemen bauk; 

3) Memperoleh fusilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas 

secara erekrif; 

4) Memperoleh imbalan sesuai dengan aturan perseroan, 

2.2.4 Keunggulan Bank Syariab 

Adapun keW>ggulan dari Bank Syariah adalah :49 

49 Prof. DR. Ahmad, Rodooi dan Prof. DR. Abdul Hamid ,op.cit, haL 37. 
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a. Dengan adanya negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak bank, 

tercapai suatu hal yang sating menguntungkan. Maka dengan prinsip ini 

kedua belah pihak akan merasa saling diuntungkan. 

b. Dengan prinsip bagi basil, jika perusabasn ingin menaikkan usahanya 

namun keknrangan modal, maka dapat mengajnkan kredit dengan balk, 

sebingga dapat menerima modal dan juga risiko yaog ada lebih rendah 

daripada pinjaman kredit biasanya. 

e. Dapat mendorong para pengusaba kecil untuk mengembangkao 

usahanya dengan baik, dcngan edanya bantuan dari pihak bank. 

d. Risiko kerugian lebih kecil dengan menggnnakan prinsip ini. Karena 

apabila mengalami kerugian, maka dibagi menurut perjanjian yang 

dibuat. 

e. Pihak bank akan mendapatkan banyak nasabah dengan menggnnakan 

prinsip ini, kerena adanya kemudaban-kemudaban yang diberikan oleh 

bank dan juga akan menaikkan keuntungan yang besarnya sesual dengan 

perjanjian yang dilaknkan. 

2.2.5 Prinsip Pelayanan 

Empat prinsip pelayanan nasabah :"' 

a. Keadilan, yakni penempan imbalan atas dasar bagi basil dan 

pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank 

dengan nasabah atau mitra usaha. 

b. Kemitraan, dimana nasabah investor, nasabah pengguna dana dan bank 

berada dalarn kesejajaran sebegsi mitra usaba yang saling 

menguntungkan dan bertanggungjawah. 

c. Transparansi, diwujudkan melalui laporan keuangan yang terbuke secara 

berkesinambungan, sehlngga nasabah dapat dengan segem mengetahui 

kondisi keuangan dan kualitas manajemen setiap bulannya. 

50 Juli Irmayanto dkk, op.cfl, hai. 141. 
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d. Univers.alitas. memberikan layanan yang sama dalam mendukung 

perkembangan usaha masya:raka~ tanpa membedakan suku, agama, ras 

dan antar golongan sebagai cermin dari semangat kasih sayang bagi 

semua. 

2.2.6 Ruang Lingkup Pengawasan DPS 

DPS bertugas mengawasi kegiatan bank syariab agar sesuai dengan 

Prinsip Syariab. Pelaksanaan tugas DPS tersebut meliputi antara lain :51 

a. menilai dan memastikan pemenaban Prinsip Syariab dabun pedoman 

opemsional dan produk yang dlkeluarkan bank syariab; 

b. mengawasi proses pengembangan produk baru sejak awal sampai 

dengan dlkeluarkannya produk tersebut; 

c. memberikan opini syariab terbadap produk bam danlatau pembiayaan 

yang direstrukturisasi; 

d. mentiuta fatwa kepada DSN untuk produk bam yang belwn ada 

fatwanya; 

e. melakukan review secam beakala atas pemenaban prtilS!p syariab 

terbadap makanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta 

pelayananjasa bank; dan 

f. meminta data dan lnformasi terkait dangan aspek syariab dari satuan 

kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 

2.2.7 Objek Pengawasan Syariah51 

a Giro 

Salab satu fungsi bank adalab menghimpun dana dari masyarakat 

antara lain melalui produk bank berupa giro. Peljanjian untuk produk 

giro dapat menggunakan aknd wadiah atau aknd mudharabah. 

$l Hasil wawaneara dengan :Bapak X. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, tanggal17 Juni 
2009. 
52 /bid 
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Akad wadiah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip 

dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang 

dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila penitip 

mengambil sewaktu-waktu dana tersebut. 

Giro wadiah adalah titipan dana berdasarkan prinsip wadiah pada 

bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dcngan 

menggunakan eel<, bilyet giro, kartu ATM, sarana perin!ah pambayaran 

lainnya atau dengan cara pemindahbukuan lainnya. 

Akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam petjanjian 

antara pihak penanam modal dan pengelola modal unluk melakukan 

kegiatan usaba tertentu. dengan pambagian keuntungan antara kedua 

belah pibak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 

Dalam transaksi giro mudharahah ini nasabah bertlndak sebagal 

shahibul maal memberikan kebebasan kepada pengelola dana 

(mudharib) dalam pe-lolaan investasi. 

Tujuan pengawasan syariah atas giro balk wadiah maupun 

mudharahah adalah untuk mendapatkan keyukinan yang memadal 

bahwa: 

I) Kegiatan produk giro telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah; 

2) Dalam pemberian bonus tidak boleh : 

a) dipeljanjikan dimuka; 

b) berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (accrual) 

tetapi harus berdasarkan peadapatn riil yang diterima bank 

(cash basis); 

3) Dalam pemberian bagi basil tidak boleh : 

a) berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (accrual) 

tetapi horus berdasarkan pendapatn rill yang diterima bank 

(cash basis); 

b) merubah nisbah sebelum berakhirnya akad; 
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4) Biaya pengelolaan giro mudharabah menjadi beban bank dan 

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan tidak 

ada pembebanan biaya-biaya lain tanpa persetujuan nasabah 

pemilik dana; 

5) Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan giro wadiah dan 

mudharabah harus mengiknti ketentuan fatwa DSN-MU! tenlang 

giro dan Peraturan Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut PBI) 

tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bank yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang 

berlaku. 

b. Tabungan 

Peijanjian untuk produk labungan dapet menggunakan akad 

wadiah dan mudharabah. Dalam transaksi tabungan wadiah nasabah 

bertindak sebagai penitip dena (mud/) dan bank bertindak sebagai 

penerima dena (muda'). Bank berkewajiban menjaga dana titipan dan 

bertanggung jawab atas · pengembeliaunya sewaktu-waktu bilamana 

ditarik olah nasabah pemilik dana titipan. 

Dalam transaksi tabnngan mudharabah ini nasabah bertindak 

sebagai pemilik dena (shahibui maaf) dan bank bertindak sebagai 

pengelola dena (mudharib). 

Tuj\Uut pengawasan symiah atas labungan beik wadiah maupun 

mudharabah adalah untuk mendapetkan keyakinan yang memadai 

bahwa: 

1) Kegiatan produk tabungan telah dilakukan sesuai dengan prinsip­

prinsip syariah; 

2) Dalam pemberian bonus tidak bolah : 

a. dipetjanjikan dimuka; 

b. berdasarkan pendapetan bank yang belum diterima (accrual) 

tetapi harus berdasarkan pendapatn rill yang diteriroa bauk 

(cash basis); 
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3) Dalam pemberian bagi hasil tidak boleh : 

a) berdasarkan pendapetan bank yang belum diterima (accrual) 

tetapi hams berdasarkan pendapatan riil yang diterima bank 

(cash basfs); 

b) merubah nisbah sebelum berakhimya akad; 

4) Biaya pengelolaan tabungan mudharabah menjadi bebnn bank dan 

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi baknya, dan tidak 

ada pembebanan biaya-biaya lain tanpa persetujllllll nasabah 

pemilik dana; 

5) Semua kegiatan yang terkait dengan pengeiolaan tabungan wadiah 

dan mudharabah harus mengikuti ketentuan futwa DSN-MU! 

tentang tabungan dan PBI tentang Akad Penghimpunan dan 

Penyalumn Dana Bank yang Melakaanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinllip Syariah yang berlaku. 

d. Deposito 

Dalam kegiatan pengumpulan dana melalul produk deposito yang 

menggunakan akad mudharabah harus mengikuti futwa DSN-MUI 

tentang mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah nasabah 

bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mao/) dan bank bertindak 

sebagai pengelola dana (mudharib ). 

Tujuan pengawasan syariab alas deposito mudharabah adalah 

untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa : 

I) Kegiatan produk deposito telab dilakukan sesual dengan prinsip­

prinsip syariab; 

2) Dalam pernberian bagi basil tidak boleh : 

a) berdasarkan pendapetan bank yang belum diterima (accrual) 

tetapi harus berdasarkan pendapatn riil yang diterima bank 

(cash basis); 

b) mernbah nisbab sebelum berakhimya akad; 
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3) Biaya pengelolaan deposito mudharabah menjadi beban bank dan 

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi hnknya, dan tidnk 

adn pembebanan biaya-biaya Jain tanpa persetujuan nasabab 

pemilik dana; 

4) Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan deposito 

mudharabah harus mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI tentang 

deposito dan ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlnku. 

d. Pembiayaan Mudharabah 

Padn prinsipnya, dnlam pembiayaan mudharabah tidnk ada 

jaminan., namun dnlam rangke prinsip kehati-hatian., bank syarlab dapat 

meminta jaminan kepada nasabab atau debitur (mudharib) pada saat 

penyaluran pembiayaan. Jaminan yang diterima oleh hank hanya dnpat 

dicairkan apabila nasabab atau debitur (madharib) terbnkti melnkukan 

pelanggaran terlJadnp kesepnkatan nkad pembiayaan mudharabah. 

Tujuan pengawasan syariab atas pembiayaan mudharabah adnlab 

untuk mendapatkan keynkinan yang memadnl babwa : 

1) Kegiatan pembiayaan mudharabah telab dilnkukan sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariab; 

2) Bagi hasil pembiayaan mudharabah yang dinkui telab berdasarkan 

realisasi penerimaan (rill) bnkaa berdasarkan proyeksi; 

3) Akad pembiayaan mudharabah telab disusun sesuai dengan 

mengaeu padn fatwa DSN-MUI yang berlnku tentang pembiayaan 

serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlnku. 

e. Pembiayaan Musyarakah 

Bank dan nasabab masing-masing bertindnk sebagai mitra usaha 

dengan bersama-sama menyedinkan dana dan/atau barang untuk 

membiayai suatu kegiatan usaba tertentu. 

Tujuan pengawasan syariab atas pembiayaan musyarakah adalab 

untuk mendnpatkan keynkinan yang memadnl babwa : 
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1) Pembiayaan musyarakah telah dilakukan sesuai dengan prinsip­

prinsip syariah; 

2) Bagi hasil pembiayaan musyarakah yang diakui Ielah berdasarkan 

realisasi penerimaan (riil) bukan berdasarkan proyeksi; 

3) Akad pembiayaan musyarakah Ielah disusun sesuai dengan 

mengacu pada fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang pembiayaan 

musyarakah serta ketentuan Bank Indonesia lalnnya yang berlaku. 

f. Pembiayaan Berdasarkan Priuaip Murabahah 

Dalarn memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank 

dapat mewakilkan kepeda nasabah untuk membeli harang tersebut dari 

pihak ketiga uutuk dan alas nama bank. Dan kemudian barang tersebut 

dijual kepada nasabah. Dalarn hal ini akad murabahah barn dapat 

dilakukan selelllh secara priuaip barang lersebut menjadi milik bank. 

Apabila transaksi murabahah jadi dilaksanakan, maks uang muka 

dipergunaken sebagai pengarang dari piutang murabahah. Apabila 

transaksi murabahah tidak jadi dilaksanakan (baad) maka uang muka 

harus dikemhaliken kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang 

dialami oleh bank sehulnmg dengan pembatalan tersebut, dan apabila 

uang maka tidak mencukupi maku nasabah wajib membayar 

kelrurangannya kepada bank. 

Tujuan pengawasan syariah atas pembiayaan berdasarkan prinsip 

murabahah adalab un!uk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa; 

I) Pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah Ielah di!akukan sesuai 

dengan prinsip-pr:insip syariah; 

2) Aked penyaluran dana berdasarkan prinsip murabahah telah 

disusun dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI yang berlaku 

tentang murabahah serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang 

berlaku; 

3) Potongan tagihan murabahah (al-khashm fi al-murabahah) yang 

diberikan oleh bank bukan dimaksudkan untuk menyesuaikan 
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dengan suku bunga kredit tetapi diberikan untuk nasabah yang 

memenuhi kriteria : 

a) telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan 

tepat waktu; 

b) mengalami penurunankemampuan pernbayaran. 

g. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip lslishna' 

Penyaluran dana bardasarkan prinsip istishna'. lstishna' adalah 

akud jual bali dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu 

dengan kriteria tertentu antara pemesan (pembeli, mustashni) dan 

penjual (pernbuat, slumi '). 

Berdasarkan akad istishna' tersebut penjual wajib membuat atau 

mengadakan mashnu' (barang dipesan) sesuai spesifikasi yang 

disyaratkan pembeli untuk kemudian diserabkan kapeda pembeli pada 

waktu yang telah disepakati. 

Tujuan pengawasan syariab atas pembiayaan bardasarkan priualp 

istishna' adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa : 

I) Pembiayaan berdasarkan priualp istishna' yang diberikan bank 

kepada nasabah telah memeuuhl prinsip syariah; 

2) Akad pembiayaan berdasarkan prinsip istishna • telah disusun 

dengan mengacu pada fatwa yang barlaku tentang islishna' serta 

keten!uan Bank Indonesia lainnya yang berlaku. 

h. Pembillyaan berdasarkan Prinsip Salam 

Salam adalah akad yang digunakan dalam pe!janjian jual beli 

barang dengan eara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan 

pembayaran tuual terlebih dahulu secara penub dimuka (cash in 

advance). Bank membeli barang dari supplier dengan spesifikasi, 

kualitas, jumlah, jangk.a waktu, tempat dan harga yang disepakati 

dim aka. 

Tujuan peugawasan syariah atas pembiayaan berdasarkan priusip 

sa/am adalah untuk mendapatkan keyakinan yang mernadai bahwa : 

Universitas Indonesia 

Pengawasan Bank..., Anisa Nastiti, FH UI, 2009



47 

1) Pembiayaan berdasarkan pnnsop so/am yang diberikan bank 

kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah; 

2) Akad pembiayaan berdasarkan prinsip sa/om telah disusun dengan 

mengacu pada futwa yang berlaku tentang sa/am serta ketentuan 

Bank Indonesia Jainnya yang berlaku. 

i. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Ijarah 

Ijoroh adalah akad yang digunakan untuk transaksi sewa menyewa 

suatu barang dan atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran 

sewa atau imbalan jasa. 

Akad ijarah dapat digunakan untuk dua jenis transaksi yaJtu : 

I) Akad ijarah untuk transaksi sewa-menyewa; 

2) Akad ijarah untuk transaksi multijasa. 

Bank dapat menyewakan objek sewa berupa barang yung telah 

dimiliki bank atau barang yung diperoleh dengan menyewa dari pibak 

lain untuk kepenti.ngan nasabah berdasarkan kesepakatan. 

Bank juga dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan 

menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa 

keuangan antam Jain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesebatan, 

ketenagakeljaan dan kepariwisataan. 

Tujuan pengawasan syariah atas pembiayaan berdasarkan prinsip 

ijarah adalah untuk mendapatkan keyakinan yung memadai bahwa : 

I) Pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah yang diberikan bank 

kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah; 

2) Akad pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah telab disusun dengan 

mengaeu pada fatwa yang berlaku tentang ijarah serta ketentuan 

Bank Indonesia lainnya yang berlaku; 

3) Dalam pembiayaan multijasa. penetapan ujrah atau fee tidak 

berdasarkan prosentase terteutu yang dikaitkan dengan jumlah 

nominal pembiayaan yang diberikan; 
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4) Dalam hal bank menggunakan jasa asuransi dalam pembiayaan 

ijarah maka asuxansi yang diperguanakan adalah a'>uransi syariah. 

J. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Qardh 

Bank dapat memberikan pinjaman qardh untuk kepentingan 

nasabllh berdasarkan kesepakatan. Nasabllh wajib mengembalikan 

jumloh pokok pinjaman qardh yang diterima pada waktn yang te!oh 

disepakati. 

Dalam hal nasabab tidak dapat meogembalikao sebagiao atau 

seluruh kewajibannya pada waktn yang telab disepakati karena nasabllh 

tidak mampu, maka bank dapat memperpanjang jangka waktn 

pengembalian atau mengbapus buku sebagian atau seluruh pinjaman 

nasabllh alas beban kerugian bank. 

Sumber dana qardh dapet bersumber dari : bagian modal bank, 

keuntungan bank yang disisihkan dan lembaga lain atau individu yang 

mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank. 

Tujnan pengawasan syariab terbadap qardh adaloh untuk 

mendapatkan keyakinan yang memadai bllhwa : 

1) Pembiayaan berdasarkan prinsip qardh yang diberikan bank 

kepada nasabllh telab memenuhi prinsip syarioh; 

2) Dalam penetapan besamya biaya administrnsi sehubungan dengan 

pemberian qardh, tidak boleh berdasarkan perhitungan prosentase 

dari jonalab dana qardh yang diberikan; 

3) Akad pembiayaan berdasarkan prinsip qardh telab sesuai dengan 

fatwa DSN-MUI yang berlakn tentang qardh serta ketenllliln Bank 

Indonesia lainnya yang berlaku. 

k. Investasi Pada Sural Berharga 

lnvestasi pada sural berharga hanya dapat dilakukao pada surat 

berharga berdasarkan prinsip syariab sepanjang ketentnan pemndang­

undangan yang berlaku memperbolehkan. Surat berharga yang 
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dimaksud antara lain : instnunen investas! syariah, obligasl yang 

berdasarkan prinsip syariah, investasi mudharabah ant.ar bank. 

Tujuan pengawasan syariah terhadap investasi pada surat berharga 

yang dilakukan oleh bank adalah untuk mendapatkan keyalcinan yang 

memadai bahwa : 

1) Investasi pad a sural berharga yang dilakukan oleh bank telah 

memenuhi fatwa DSN-MUI yang berlaka tentang investasi pada 

surat berharga dan ketentuan perundang-undangan lainnya. 

2) Investasi pada surat berharga telah dilakakan pada erniten yang 

Ielah memenuhi ketentuan syariah. 

I. Perlakaan Ta'widh (Ganti Rugi) 

Ta 'widh (ganti rugi) adalah sejumlah dana yang dibebanken 

kepada nasabah untuk menutup kerugian yang diderita oleh bank akibat 

nasabah !alai atau melakakan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan 

dalamakad. 

Bank dapat mengenakan ta 'widh (ganti rugi) sebesar kerugian riil 

yang daP,III diperhitungkan dengan jolas kepada nasabah yang Ielah 

melakakan kelalaian alas kewajibannya. 

Tujuan pengawasan syariah terhadap pengenaan ta'widh (ganti 

rugi) adalah untuk mendepatkan keyakinan yang memadai bahwa : 

I) Pengenaan ta 'widh (ganti rugi) oleh bank kepada nasahah Ielah 

memenuhi prinsip syariah; 

2) Besarnya ta'widh (ganti rugi) yang diperhitungkan adalah sebesar 

kerugian rill yang didetita oleh bank akibat kelalaian nasabah. 

m. Pengenaan Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran 

Bank depat mengenaken sanksi kepada nasabah yang marnpu 

membayar tetapi menunda pembayaran dengan sengaja atau nasabah 

yang tidak mcmpunyai itikad baik untuk melunasi kewajiba.nnya. 
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Sanksi · yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus 

berdasarkan prinsip ta~zir yaitu bertujuan agar nasabah Jebih disiplin 

dalam melaksanakan kewajibannya. 

Tujuan pengawasan syariah terhadap pengenaan nasabah mampu 

yang menunda pembayaran adalah untuk mendapatkan keyakinan yang 

memadai bahwa : 

I) Pengenaan sanksi oleh bank kepada nasa bah telah memenuhi 

prinsip ta • zir; 

2) Besamya denda yang dikenakan kepeda nasabah telah disepakati 

dan Ielah dicantumkan dalam akad; 

3) Hasil dan pengenaan sanksi bardasarkan prinsip ta'zir tersebut 

telah diperuntukkan bagi dana sosial (dana kebajikan). 

n. Jam Kafa/ah 

Knfa/ah adalah jam.inan yang diberikan oleh penanggung (kaftl() 

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 

ditanggung (malifuu/ 'anhu, ash/[). Dalam transaksi Jr4alah, bank 

bertindak sebagai pihak pemberi jaminan (penanggung) dan nasabah 

sebagai pihak yang menerimajantinan (bak tanggungan). 

Ketentuan rukun dan syarat kafalah 

I) Pihak penjantin (kaftil): 

a) baligh (dewasa) dan berakal sehat; 

b) berhak pennh untuk melakukan tindakan hukum dan urusan 

bartanya dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut. 

2) Pihakyangberhutangataunasahah(ashii/, makfuul 'anhu): 

a) sanggup menyershkan tanggungannya (piutang) kepeda 

penjamin; 

b) dikenal oleh penjamin. 

3) Pihak orang yang herpiutang (mal;fUu/ /ahu) : 

a) diketahui identitasnya; 

b) dapat badir pada waktu akad atau mernberikan kuasa; 
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c) berakal seilat. 

4) Obyek penjaminan (makful bihi) : 

a) merupakan tanggungan pihaklorang yang berhutang. baik 

berupa uang, benda, maupun pekeqaan; 

b) bisa dilaksanakan oleh peqjamin; 

c) harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak 

mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan; 

d) barus jelas nHai, jumlah dan spesifikasinya; 

e) tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan). 

Tujuan pengawasan syariah terbadap jasa kofalah adalah untuk 

mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa : 

l) Jasa kqfa/ah yang diberikan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI 

tentang kqfa/ah; 

2) Dalarn penetapan fee jasa kqfalah tidak mengacu pada suku 

bungan yang dikaitkan dengan besamya kqfa/ah yang diberikan 

olehbank. 

o. Jasa Wako/ah 

pemyataan ijab dan qabul dalam wakalab horus dlnyatakan oleh 

para pihak untuk menunjukkan kehendak meteka dalam mengadakan 

kontrak (akad). 

Rukun dan syarat wakalah meliputi : 

1) Syarat-syarat muwaldd/ (yang mewakilkan): 

a) pernilik sab yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang 

diwakilkan; 

b) orang mukollaf atau anak mwnayyiz dalam batas-batas 

tertentu, yakni dalam hal-hal bermanlltat baginya seperti 

mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekab dan 

sebagainya, 

2) Syarat-syamt wold/ (yang mewakiii) 

a) cakap hukum; 
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b) dapat menge~akan tugas yang diwakilkan kepadanya; 

c) wakil adalah orang yang diberi amanat. 

3) Hal-hal yang diwakili ; 

a) diketahui denganjelas oleh orang yang mewakili; 

b) tidak bertentangan dengan syariah Islam; 

c) dapat diwakilkan menurut syariah Islam. 

Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa waka/ah adalah untuk 

mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa ; 

I) Jasa wakaiah yang diberikan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI 

yang berlaku; 

2) Apabila terdapatfee maka dalam penetapan foe jasa wakalah tidak 

mengaeu pada suku bungan yang dikaitkan dengan besamya beban 

pe~aan yang diwakilkan oleh bank kepada nasabah. 

p. Jasa Hawalah 

Hawa/ah adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak yang 

berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau 

membayarnya. 

Rukun hawa/ah adalah : 

I) muhil yakad orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang; 

2) muha/ atau muhtal yakni orang berpiutang kepada muhil; 

3) muhal 'alaih yakad orang yang berhutang kepada muhll dan wajib 

membayat hutang kepada muhtal; 

4) muhal bih yakad hutang muhil kepada muhtal; 

5) sighat (ijab-qabul). 

Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa hawa/ah adalah untuk 

mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa : 

I) Jasa hawa/ah yang diberikan talah sesuai dengan fatwa DSN-MUI 

tentang hawalah; 
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2) Dalam penetapan fee jasa hawa/ah tidal< mengacu pada suku 

bungan yang dikaitkan dengan besarnya hawa/ah yang diberikan 

oleh bank. 

q. Jasa Rahn (Gadai) 

Rahn adalab p!OJarnan dengan menggndaikan bamng sebagai 

jaminan, dimana pihak pemberi pinjaman (han.klmurtahin) dapat 

menaban barang jaminan (marhun) atau menguasai sura! bukti 

kepemilikan asset jarninan tersebut sampai pelunasan semua hutang 

pemilik bamng atau asset (rahin). 

Barang jaminan (marhun) dan manfaatnya tetap menjadi milik 

pemilik bamnglasset (rahin). Pada prinsipnya, barangjaminan (marhun) 

tidak bnleh dimanfaatkan olab pemberijarninan (han.klmurtahin) kecuali 

seizing pemilik bamnglasset (rahin) dengan tidal< mengurangi nilai 

barang jarninan (marhun) dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti 

biaya pemeliharaan dan pemwatannya. 

Tujuan pengawasan syariab terbedap jasa rahn adalab untuk 

mendapatkan keyakinan yang memadai babwa : 

I) Jasa rahn yang diberikan telab sesuai dengan fatwa DSN-MUI 

yang berlaku; 

2) Dalam penefap!ID biaya atas jasa rahn lidak mengacu pada suku 

bungan yang dikaitkan dengan besamya pinjaman yang diberikan 

oleh bank; 

3) Dalam kegiatan p1maksiran bamng gadai dan pelelangan barang 

gadai apabila teijadi gaga! bayar dari nasabab, telab sesuai dengan 

prinsip syariah dengan memenuhi asa.s transparansi dan keadi1an. 

r. Penyaluran Dana lnvestasi Terikat 

Dana investasi terikat adalab dana yang diterima bank dari nasabab 

shahibul maa/ dengan menggonakan akad wakalah bil ujrah untuk 

disalurkan kepada mudharib tertentu. 
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Dalam penyaluran dana investasi terikat, apabila bank hanya 

bertindak sebagai agen investasi (investment). seluruh risiko kerugian 

yang mungkin timbul dari penyaluran dana tersebu~ ditanggung oleh 

pemilik dana (shahibul maa[). 

T ujuan pengawasan syariah lerhadap penyaluran dana investasi 

lerikat adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa : 

1) Penyaluran dana investasi terikat Ielah sesuai dengan fatwa DSN­

MUI dan keyentuan lain yang berlaku; 

2) Besamya fee atau imbalan yang diterima olah bank sebagai agen 

investasi adalah sebesar jumlah yang disepakali di awal tanpa 

memperbatikan basil investasi; 

3) Dalaru penerimaan dan penyaluran dana investasi terikat, bank 

Ielah memberikan informasi kepada nasabah terkail dengan risiko­

risiko yang akan diterima. 

2.2.8 Laporan Hasil Pengawasan DPS 

DPS harus menyampaikan laporan ke Bank Indonesia, DSN, Direksi dan 

Komisaris sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali. 

Laporan basil pengawasan DPS memuat antara lain :53 

a. Hasil pelakaanasn atas kesesuaian produk dan jasa dengan futwa DSN­

MUI. Laporan ini memuat pendapat DPS mengenai pelaksanaan produk 

dan jasa yang sudah dikeluarkan oleh bank apakah sudah sesuai dengan 

fatwa DSN-MUI yang berlaku, dan apakah produk dan jasa yang 

dikeluarkan oleh bank telah mendapat izin dan Bank Indonesia. Dalam 

laporan tersebut perlu dijelaskan produk danja..a yang dimaksud. 

b. Opini syariah atas pedoman operasional dan praduk yang dikeluarkan 

oleh bank. 

Sl Hasil wawancara dengan Bapak X, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, tanggal 17 Juni 
2009. 
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Dalam hal ini DPS harus mengeluarkan pendapat apakah pe<loman 

operasional dan pedornan produk yang disusun oleh bank telah sesuai 

dengan fatwa yang berlaku. 

c. Opini syariah secara keseluruhan alas pelaksanaan opernsional bank 

dalam laperan publikasi bank. 

Dalam hal ini DPS haros mengeluarkan pendapat yang menyatakan 

apakah secara keseluruhan kegiatan operasional bank telah sesuai 

dengan prinsip syariah. 

:z.z.~ Model Pengawasan Perbankan Syariah 

Menurut Prof. Rilllat Karim sebagaimana dikutip Rizal Y ahyn, ada tiga 

altematif model pengorganisasian DPS yaitu :54 

a. Model penasehat yaitu menjadikan pakar-pakar syariah sebagai 

penasehat semata dan ke<ludukannya dalam nrganisasi adalah sebagai 

tenaga part time yang datang ke kantor jika diperlukan. 

Pada model ini, DPS cenderung bersifat pasif. 

b. Model pengawasan yaitu adanya pengawasan syariah yang dilakukan 

oleb beberapa pakar syariah terhadap bank syariah yang secara rutin 

mendiskusikan masalah-masalah syariah dengan para pengambil 

keputusan operasional maupun finansial organisasi. 

Model organisasi DPS ini memiliki kewenangan aktif untuk melakukan 

pengawasan terhadap lembnga tempat ia bertugas. 

c. Model departemen syariah yaitu model pengawasan syariah yang 

dilakukan oleb sebuah departemen syariah. 

Dengan model ini ahli syariah bertugas full time, didukung oleh staf 

tekuis yang membantu tugas-tugas pengawasan syii\iah yang telah 

digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut. 

Melihat praktek pengorganisasian DPS di Indonesia, depat disimpu!kan 

bahwa model pertama dan kedua yang paling banyak digonakan selama ini. 

14 Agustianto, OpJimalisasi Dewan Pengawas Syariah (2). <http://www.sq.ibd.com>. 
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Model kedua memiliki kewenangan yang lebih besar daripada model pertama 

yang hanya sebatas perbankan syariah karena DPS ditempatkan hanya sebagai 

penaseha~ mediator dan wakil DSN yang cenderung bersifat pasif. Model 

ltedua juga memiliki banyak kelemahan yaitu tidak berfungsinya pangawasan 

syariah itu sendiri. 

Peran DPS bukan sekedar panaseha~ mediator atau perwakilan DSN 

tetapi lebih luas dari itu, sesuai dengan rumusan Briston dan El Shanker 

(1986) sebagaimana dikutip Ri2al Y ahya (Republika, I 0/05/2004), yang 

menyatakan bahwa fungsi paogawasan oleh DPS pada dasarnya meliputi tiga 

aspek :" 

a. Ex ante auditing, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terbadap 

berbagai kebljakan yang diambiL 

DPS melaknkan pengawasan dalam bentuk melakukan review terhedap 

semua jenis kontrak yang dibuat oleh bauk syariah dengan berbagai 

pihak. 

b. Ex posting auditing, merupakan pemeriksaan yang dilakukan setelah 

kegiatan operasional maupun finansial dilaksanakan. 

DPS melaknkan pemeriksaan terbadap laporan kegiatan maupun 

keuangan bauk syarieb. Pemeriksaan ditujukan pada penelusuran 

kegiatan maupun sumber-snmber keuangan yang tidak sesuai dengan 

syariah. 

c. Perhitungan dan pembayaran W<at. 

Dimana dalam bank syariah menerima pembayaran zakat dengan cara 

penerimaan atas bagi hasil dapat langsung dibayarkan dikeluarkan untuk 

membayar zakat. 
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2.3 PENGAWASAN BANK SYARIAH OLEH BANK INDONESIA 

2.3~1 Kenapa Bank Harus Diawasi 

Dalam beberapa taJmn terakhir, terutama setelah terjadi krisis 

perbenkan, perhatian pemerintah di berbegai negara lermasuk Indonesia, 

terhadap kebijakan pengawasan bank semalrin beaar. Perhatian tersebut antara 

laln karena semakin disadari arti penting dan peran strategis sektor perbenkan 

daJam suatu perekonomlan. Kegagalan suatu bauk akan dapat mengakibatkan 

terjadinya krisis yang dapat mengganggu kegiatan suatu perekonomian. 

Sektor keuangan, terutama di negara-negam berkembang, masih didominasi 

oleh lembaga perbaukan. 

Apabila suatu sistem perbankan dalam kondisi yang tidak sebat, maka 

fungsi benk sebagai lembaga intermediasi tidak akan berfungsi dengan 

optimal. Dengan terganggunya fungsi interrnediasi tersebut, maka alokasi dan 

penyediaan dana dan perbaukan untuk kegiatan investasi dan membiayai 

sektor-sektor yang produktif dalarn perekonomian menjadi terbams. Sistem 

perbankan yang tidak sehat juga akan mengakibatkan lalu lintas pembayaran 

yang dilakukan oleh sistem perbenkan tidak lancar dan efisien. Selaln itu, 

sistem perbankan yang tidak sebal juga akan mengbambat efektivims 

kebijakan moneter. Melihat akibat yang ditimbulkan oleh sistem perbankan 

yang tidak sebat tersebut, maka penting adanya pengawasan terbadap bank 

sebagai upaya menciptakan dan memelibara kesebatan sistem perbenkan.56 

Bank adalah unit usaha yang kbusus karena dalarn menjalankan kegiatan 

operasiooalnya tergantung pada sumber dana dari masymakat. Oleh karena 

itu, kelangsungan hidup suatu bank ditentukan oleh kepercayaan masymakat 

terbadap lembaga tersebut. Dati pengertian inilah timbul istilab benk sebagai 

lembaga kepercayaan. Merosotnya kepercayaan masyarukat terhadap bauk 

akan membawa akibat yang buruk terbadap kelangsungan bidup bauk yang 

bersangkotan. Apabila kemerosolan tersebut tidak hanya terbadap satu bank, 

54 Bank Indonesia. Bank Indonesia : Bank Senrraf Repub!ik indonesia Tinjauan Kelembagaan, 
Kebijakon drm Organisasi, Jakarta: 2003, hal. 133. 
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tetapi meluas terhadap sistem perbankan, maka dapat dipastikan bahwa 

merosotnya kepercayaan tersebut akan mengakibatkan krisis perbankan. 

Mengingat sektor perbankan di negara berkembang seperti Indonesia masih 

mendominasi scktor keuangan, maka krisis perbankan juga berarti krisis di 

sektor keuangan secara keseturuhan.51 

Bagaimanapun balk atau sehatnya suatu bank, apabila terjadi krisis 

keperoayaan yang mengakibatkan penarikan dana IllllSyarakat secara besar­

besaran maka dapat dipaarikan bank tersebut akan bancur. Masyarakat 

penyimpan dana di bank pada urnurnnya memiliki infonnasi yang sangat 

terbatas mengenai kondisi (barta dan keschatan) bank tempat ia menyimpan 

dananya. Kondisi ini mengakibatkan suatu bank rentan terbadap bank run atau 

penarikan dana masyarakat dari perbankan. Ketidakpastian atas konrusi 

tingkat kesehatan suatu bank dapat mengaldbatkan penarikan dana masyarakat 

dari sistem parbaakan seoara besar-besaran. Hal ini pada umumnya teijadi 

apabila keperoayaan masyarakat terhadap sistem perbankan sangat rendah. 

Apabila kepercayaan masyarakat tidal< dapat segera rupulihkan, maka 

akibatnya terbadap suatu perekonomian akan sangat berbahaya. Kebijakan 

pangawasan yang dileksanakan oleh otoritas pengawas pada dasarnya adalah 

dalam rangka menjaga keperoayaan masyarakat dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan dangan baak. 58 

Dalam hal suatu hank mengalami kesulitan, apakah karena bank tersebut 

memang tidal< sehat ataupun kareua bank tersebut terkena bank run, maka 

masyarakat pemilik dana akan mengalami kerugian. Dalam kondisi yang 

demikian, meka diperlukan pengawasan bank untuk melindungi dana 

masyarakat. Tanpa campur tangan pemerintah, kegagalan bank berarti 

kerugian bagi masyarakat pemilik dana (deposan). Untuk memperoleh 

dananya kembali deposan barns menunggu baak tersebut dilikuidasi dan 

mengkonversikan hartanya menjadi ala! likud yang dapat dibagi untuk para 

1
' Ibid, bal.133~134. 
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deposan. Pada s.aat itu, kemungkinan besar deposan hanya menerima sebagian 

dana yang ditabung. Untuk itu diperlukan suatu jaring pengaman. Satu hal 

yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa untuk keperluan 

perlindungan terhadap masyarakat tersebut pada umumnya diperlukan dana 

yang tidak sedikit. Dalam praktek yang sudah tezjedi di berbagai negara 

lerrnasuk Indonesia, beban yang Ielah dikeluarkan untuk safety net dalam 

melindungi dana masyarakat tersebut akhimya akan menjadi beban ekonoml 

suatu negara. Mengingat besarnya risiko yang dibedapi pemarintab apabila 

dihadapkan peda masalah perbankan ini, maka pemerintah sangat 

berkepentingan dengan pangawasan bank. 

Bank run atau sering juga disebut rush ke perbankao tersebut biasanya 

bersifat menular. Apebila terjadi rush ke suatu bank. maka kemungkinan rush 

tersebut juga akan memdar peda bank yang lain. Penularan tersebut timbul 

karena adanya masalah asimetri informasi, yaitu suatu kondisi ketika salah 

satu pibak yang bertransaksi mempunyai informasi yang kursng atau tidak 

seimbang dengan informasi yang dimiliki oleh pihak yang lain. Dalam kasus 

bank run tersebut pada umumnya adalah karena nasabah mempunyai 

informasi yang kursng mengeasi kondisi keuangan dan kesehatan suatu bank, 

sehingga nasabah sulit membadakan mana bank yang beik dan mana yang 

tidak. Berdasarkan pengalaman yang terjadi pada waktu krisis perbankan di 

Indonesia pada awal tahun 1998, penarikan dana masyatakat seoara besar­

besaran dilakukan hampir di semua bank. beik yang sehat maupwt yang tidak. 

Dalam proses pangawasan bank, lembaga pengawas barus memberlkan 

informasi yang diperlukan semua pihak sesuai dengan kepantingan. Dengan 

informasi tersebut diharapkan masing-masing pihak dapat mengarnbil 

keputusan yang tepat sesuai dengan kepantingannya, misalnya dalarn memilih 

bank yang tepa! wttuk menempatkan dananya. ,. 

Darnpak dari bank ron dapat memberlkan gambaran betapa pentingnya 

pengawasan terhadap bank dalam rangka meneiptakan dan mernelihara 

19 ibid, hal. 13S. 
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kesehatan sistem perbank.an. Sebagairnana diketahui, kesehatan bank tidak 

hanya menjadi kepentingan pemilik dan pengelola bank yang bersangkutan, 

tetapi merupakan kepentingan masyarakat dan pemerintah serta perekonomian 

nasional. Pengawasan terhadap bank tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga 

dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terbadap perhankan, tetapi juga 

dimaksudkan untuk mencegab kerugian masyarakat dan pemerlntah. Selain 

itu, dengan pengawasan terbadap bank memungkinkan tersedianya informasi 

yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kepentingannya. Dengan 

informasi tersebut masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih baik 

dalam melakukan transaksi dan kegiatan lainuya yang terkait dengan hank. 60 

Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengawasi bank. Pengawasan 

bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai : 

1. Lembaga kepereayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga 

penghimpun dan penyalur dana; 

2. Pelaksana kebijakan moneter; 

3. Lembaga yang ikut barpernn dalam membantu pertumbuhan ekonomi 

serta pememtaan; 

agar tercipta sistem perbankan yang sebat, baik sistem perhanken secara 

menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan 

masyarakat dengan baik, barkembang seeam wajar dan barmanfaat bagi 

perekonornian nasional. 

Empat pilar pengawasan bank adalah :61 

I. Kondisi keuangan bank (bank'sfinancial condition) 

a. Penilalan kondisi keuangan hank melalui komponen dasar 

kesebatan hank 

00 Ibid. haL 135-136. 

Pemantauan kondisi keuangan bank disamping menggunakan 

komponen yang ada dalam CAMEL (Capital, Asset Quality, 

Managament, Earning and Liquidity) juga dengan 

ttt Iiasil wawancara dengan Bapak X, Direktorat Perba.nkan Syariah BanK Indonesia, tangg.at 17 Juni. 
2009. 
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mempertimbangkan tingkat risiko yang dihadapi bank. Penilaian 

kondisi keuangan harus lebih diarahkan untuk mengukur 

pennodalan secara realistis. 

b. Pengawasan kesehatan bank melalui analisis pelapornn bank 

Agar basil pengawasan atau pemeriksaan menggambarkan kondisi 

bank yang sebenrunya, perlu dilakukan langkah-langkab sebagai 

berikut: 

I) Melakukan analisis terhadap laporan hank dan infont1l1Si lain 

yang diperoleh pengawas. 

2) Melakukan pengecekan, verifikasi dan/atau pemeriksaan 

seeara berkala alas kebenaran data yang dilaporkan hank. 

3) Menyarnpaikan infoonasi kepada kantor Bank Indonesia 

tentang kebijalran di bidang perbankan syariah yang sadang 

dan telah diarnbil dengan tujuan agar pengawas hank di 

kantor Bank Indonesia dapat lebih dini mengantisipasi hal­

hal yang diperlukan mengenai kondisi hank di wilayah 

kerjanya. 

4) Mengkinikan data dan informasi tentang bank yang diawasi. 

2. Kepatuhan atau pelanggaran terhadap ketentuan (bank's compliance or 

violation) 

Kepatuhan hank terbadap ketentuan kehati-hatlan dan prinsip 

syariah dapat dijadikan indikator awdl untuk menilai tingkat kesehatan 

bank. Hal ini dapat dilihat dari periluku bank yang tidak melaporkan 

pelanggaran atas ketentuan kehati-hatian se<:ara benar atau keengganan 

bank untuk memenuhi pennintaan pengawas bank mengenai dokumen 

pengawasan hank, yang dapat diindikasikan sebagai upaya 

menyembunyikan sesuatu yang berhubungan dengan aspek penilaian 

kesehatan. Oleh karena itu, penegalran ketentuan kehati-hatian secara 

konsisten menjadi hal yang panting dan mutlak dalarn memperkuat sisi 

pengawasan bank. 
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3. Penilaian kemampuan dan kepatut.an (fit and proper test) 

Penilaian fit and proper merupakan metode yang sangat penting 

untuk menciptukan sistem perbankan yang sehat. Dengan penilaian fit 

and proper terhadap pemilik, pengurus dan pejabat eksekutif bank 

diharapkan operasional bank menjadi tergolong lebih baik mengingat 

pibak-pihak yang menurut basil penilaian tldak lulus, maka yang 

bersangkutan wajib untuk mundur dati hank dan diganti dengan 

pengurus baru yang telahfit and proper test. 

4. Sistem dan prosedur opernsional serta pengawasan internal bank (good 

corporate governance) 

Berdasarkan pengahnnan pengawasan dan pemeriksaan hank 

syariah oleh Bank Indonesia, manajemen hank syariah sering kali tldak 

sepennhnya melaksanakan sistem dan prusedntel bank yang telab 

disusun, hahkan ditemukan penyimpangan-penyimpangan secara 

sengaja oleh manajemen atau pemilik atau pengurus hank nntuk 

kepentingan pribedi dan atau kelompoknya. Oleh karena itu, 

pengendalian atau pangawasan internal bank terhadap pelaksanaan 

kegiatan bank berdasarkan sistem dan prosedur opernsional yang haku 

perlu ditegakkan. Di lain pihak, dati segi pengawasan dan pemeriksaan 

hank, Bank Indonesia diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap 

manajemen bank agar selalu berada pada jalur yang telah ditetapkan dan 

senantiasa mengbindari praktik perbankan yang tidak sehat. 

Pengawasan hank o!eh Bank Indonesia metiputi wewenang sebagai 

berikut: 

1. Kewenangan memberikan izin (right to license) 

Kewenangan untuk menetapkan tala cara perizinan dan peedirian 

suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh Bank Indonesia meliputi 

pemberian bin dan peneabutan izin usaha hank, pemberian izin 

pembukaan, penutupan dan pemindaban kantor hank, pemberian 
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persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan ~ pemberian izin 

kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. 

2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate) 

Kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkul aspek 

usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan 

sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diingiukan 

masyatakal. 

3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control) 

Kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan 

langsung dan pengawasan tldak langsung. Pengawasan langsung dapat 

berupa pemeriksnan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan 

gamberan tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tlngkat 

kepatahan bank terhadap peraturan yang ber!aku serta untuk mengetahui 

apakah terdapat praktik-pruktik yang tidak sebat yang membahayakan 

kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan 

melalui alat pemantauan seperti lapnran berkala yang disampaikan bank, 

laporan basil pemeriksnan dan informasi lainnya Dalam 

pelaksanaannya, apabila diperlukan Bank Indonesia dapat melakukan 

pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi 

perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak temfiliasi dan 

debitur bank. Bank Indonesia dapat menguru;ai pihak lain untuk dan alas 

nama Bank Indonesia melaksanukan tugas pemerikl;aan. 

4. Kewenangan untuk mengenakan sauksi (right to impose sanction) 

Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ses.uai dengan ketentuan 

perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak 

memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar 

bank haroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sebet. 
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2.3.2 Pengawasan Bank yang Efektif 

Tugas pengawas bank pada prinsipnya adalah memantau dan memeriksa 

apakah pemilik dan pengelola bank Ielah melaksanakan prinsip kehati-hatian. 

Dengan pengawasan maka dapet segera dilakukan langkah-langkah yang 

dipedukan apabila terdapat peraturan atau ketentuan yang tidak dilaksanakan. 

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang dilakukan dengan 

mengkombinasikan pengawasan off site (tidak langsung) dan on site 

(pengawasan langsung). 

Pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan yang dilakul<an 

melalui berbagaj laporan yang disampailran oleh bank. Laporan-laporan 

tersebut pada umumnya bempa laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan 

rugi laba serta berbagaj laporan yang terkait dengan kegiatan operasional 

bank. Dengan pengawasan tidak langsWlg pengawas dapat memantau ketaatan 

pengurus bank terhadap ketentuan yang berlaku sebingga dapat 

mengidentifikasi penyimpangan atau hal-bal yang memerlukan perhatian, 

serta dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan. SeJajn itu, pengawas 

juga dapat memperoleh berbagai informasl, seperti data mengenai kondisi 

suatu bank, serta menentukan priorilas bank mana yang perlu segera 

dilakukan pemeriksaan secara langaung.62 

Sementara itu, pengawasan secara langsung dilakul<an dengan langsung 

mendatangi dan melakukan pemeriksaan terbadap bank yang bersangkutan, 

Pengawasan secara langsung daapt bersifat umum atau khusus. Namun, 

pengawasan langsung terutama dilakukan untuk memeriksa kebenaran dan 

akurasi laporan keuangan dan selurub kegiatan operasional bank, menilai 

kualilas manajemen dan sistem pengawasan yang dimiliki bank serta berhagaj 

pemeriksaan yang tidak dapat dilakul<an secara laugsung. Pengawasan jenis 

ini dapat dilakul<an secara periodik atau dilakul<an pada saat diperlukan6 ' 

62 Bank Indonesia, Bank Indonesia : Sank Sentral Republik Indonesia Tinjauan Kelembaga(Uf, 
Kcbijalum dan Organisasi, hal. 140. 
6.llbid 
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2.3~3 Pengawasan Bank Syariah Oleh Bank Indonesia 

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia 

melaksanakan sistem pengawa•annya dengan menggnnakan 2 (dua) 

pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan 

berdasarkan risiko.64 

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan 

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya 

menakankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan 

ketentuan-ketentuan yang terkait deogan nperasi dan pengelola.an bank. 

Pengawasan berdasarkan kepatuhan rerbagi menjadi 2 ( dua) lingkup : 

a. Kepatuhan terlladap prinsip kebati-hatian 

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian antara lain 

pemenuhan Kewajihan Penyediaan Modal Minimum (nntuk 

selanjutnya disebut KPMM), Balas Makahaum Pemberian Kredit 

(untuk selanjutnya disebut BMPK), serta ketentuan laiunya seperti 

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dan 

Transparansi. 

b. Kepatuhan terhadap prinsip syariah 

Prinsip syariah mencakup penegakan tiga pilar dasar ekonomi 

syariah yaitu adil, seimhang dan maslahat. Adil berarti tidak 

melakukao transaksi yang hamm. Konsep keseimbangan dalarn 

konsep syariah melipnti berbagai segi yang antara lain meliputi 

keseimhangan pemhangunan material dan spiritual; 

pengembangan sektor keuangan dan sektor rii1; risk and return; 

bisnis dan sosial; pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. 

Konsep maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan 

yang tercakup dalam tujuan syariah yang terdiri dari konsep 

perlindungan terhadap keimanan dan ketakwaan, keturunan~ jiwa 

64 Hasil wawancata dengan Bapak X, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, tanggal I 7 Juni 
2009. 
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dan keselamatan. harta benda dan rasionalitas. Kelima unsur 

maslahat tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga setiap 

kegiatan ekonomi syariah harus memenuhl unsur-unsur yang telah 

ditetapkan dalam tujuan syariah seeara terintegra.si. 

2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision) 

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko meropakan pendekatan 

pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking). Dengan 

rnenggunakan pendekatan tersebut pengawasan atau pemeriksaan suatu 

bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (inherent risk) pada 

aktivitas fungsional bank serta syst<nn pengendalian risiko (risk control 

system). 

Pengawasan bank syariah dilakokan dengan mengkombinasikan 

metode pengawasan langaong (on site supervision) dan pengawasan 

tidak langsung (off site supervision). Kedua metode teJ:Sebut bersifai 

soling melengkapi dan bukannya saling menggantikan. 

Pengawasan langsung adalah proses pengawasan dengan eara 

mengunjungi kantor bank yang bersangkatan untuk : 

1. menguji kebenaran lapornn yang disampaikan bank; 

2. melihat langsung kondisi dan operasional bank yang sebenamya 

dengan fokus pade risiko-risiko yang menurut basil pengawasan 

tidak langsung memerlukan perhatian; serta 

3. mengumpnlkan bukti-bnkti dan fakta yang relevan apabila ada 

dugaan pelanggaran atas peraturan yang berlaku tennasuk 

kepatuhan terhadap prinsip syariah. 

Pengawasan tidak langsung adalah tindakan, proses, atau analisis 

yang dilakukan pengawas dengan berdasarkan kepada laporan-laporan 

yang disampaikan bank syariah kepada Bank Indonesia serta informasi 

relevan lainnya seperti laporan pengaduan nasahah dan laporan dari 

Sistem Informasi Debitur (untuk selanjutnya disebut SID) serta Laporan 
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Basil Pemeriksaan (untuk selanjutnya disebut LHP). Atas dasar laporan 

tersebut pengawas bank : 

a) membuat dan melakukan pengkinian profil risiko dan data pokok 

bauk syariah yang dijadikan dasru: untuk melakukan tindakan 

pengawasan tennasuk melakukan pemeriksaan; 

b) pemberian surat pembinaan dan sanksi sesuai ketentuan yang 

berlaku; dan 

c) pengawasan atas tindak lanjut bauk terkail dengan pembinaan dan 

sanksi yang Ielah dilakukan Bauk Indonesia. 

HasH pengawasan tidak lan!!Sung adalah Tingkat Kesahatan Bank 

(untuk selanjutnya disebut TKS) yang menggambarkan kondisi bauk 

secara komprehensif dahun suatu waktu tertentu. TKS bauk selanjutnya 

dijadikan informasi terutama bagi proses pengawasan selanjutnya baik 

yang bersifat langsung maupun tidak langsung. 

2.3.4 Peogawasan Bank Konvenslonal Oleb Bank Indonesia 

Bank Indonesia memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan 

kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peratunm, melaksanakan 

pengawasan bauk serta mengenakan sauksi terbadap bauk. 

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan 

menerapkan : 

a. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi); 

b. Kebijakan prinsip kehati-betian bauk (prudential banking); 

c. Pengawasan bauk yang mendorong bauk untuk rnelaksanakan secara 

konsisten ketentuan intern yang dibnat sendiri (self regulatory banking) 

dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu 

pada kcpada prinsip kehati-hatian. 

Dalam menjalankan tugas pengawa.san bank, saat ini Bank Indonesia 

melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 (dua) 

pen.dekatan yakai pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance based 
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supervisfon) dan pengawasan berrlasarkan risiko (risk based 

suoervisionfRBS). Dengan adanya pendekatan RBS tersebui, bukan berarti 

mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan namun merupakan 

upaya untuk menyempumakan sistem pengawasa.n sehingga dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara 

bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapl<an oleh Bank Indonesia akan 

beralih menjadi sepennhnya pengawasan berdasarl<an :65 

a. Pengawasan Berdasarl<an Kepatuhan (Compliance Based Supervision) 

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasamya 

menel<anl<an pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanal:an 

ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. 

Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan 

untuk memastikan bahwa bank Ielah beroperasi dan dikelola seeara baik 

dan benar menurut prinsip kehati-hatian. 

b. Pengawasan Berdasarl<an Rlsiko (Risk Based Supervision) 

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan 

pengawasan yang bernrientasi ke depan (forward looking). Dengan 

menggunakan pendekatan rersebut pengawasan alau pemerikaaan suatu 

bank difokusl<an pada risiko-risiko yang melekat (inherent risk) pada 

aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (risk control 

system). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas 

pengawasan bank untuk proaktif dalam melakakan pencegahan terhadap 

permasalahan yang perensial timbul di bank. 

Pengawasan alau pemeriksaan Bank berdasarkan risiko dilakakan 

terbadap jefiis..jenis risiko sebagai berikut : 

1) Risiko kredit : risiko yang tlmbul sebagai akibat kegagalan 

counterpatty memenuhi kcwajibannya. 

~ Hasil wawancara deng.an Bapak X, Direktorat Perbankan Syariah Bank lndonesia. tanggal 17 !uni 
2009_ 
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2) Risiko pasar : risiko yang timbul karena adanya pergerakan 

variabel pasar dan portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat 

merugikan bank. V ariabel pasar an tara lain suku bung a dan nilai 

tukar. 

3) Risiko iikuiditas : risiko yang antara lain disebabkan bank tidak 

mampu memenubi kewajiban yang telahjatub tempo. 

4) Risiko operasional : risiko yang antara lain disebabkan adanya 

ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, 

kesalahan manusia, kegagsdan sistem atau adanya rnasalah 

ekstemal yang mempengaruhi operasional bank. 

5) Risiko hukom : risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan 

aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan 

adanya tuntutan hokum, ketiadaan peraturan pemadang-undangan 

yaog mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenubi 

syarat salmya kontrak. 

6) Risiko reputasi : risiko yang antara lain disebabkan adanya 

publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau 

persepsi negara terbadap baak 

7) Risiko strategik : risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan 

pelaksanaan strategi bank yang tidak tepa~ pengambilan keputusan 

bisnis yang tidak tepa! atau kuranguya responsifuya bank 1erbadap 

perubahan ekstemal. 

8) Risiko kepatuban : risiko yang disebabkan bank tidak mcmatubi 

atau tidak melaksanekan pcraturan perundang-undangan dan 

kctcntuan lain yang berlaku. 

23.5 Persamaan dan Perbedaan Pengawasan Bank Syariab dan Bank 

Konvensional Oleh Bank Indonesia. 

Pengawns bank bertugas memantau dan memeriksa apakah pentilik dan 

pengelola bank Ielah melaksanakan prinsip kehati-hatian. Dengan pengawasan 
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maka dapat segera dilakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila 

terdapat peraturan atau ketentuan yang tidak dilaksanakan. 

Pengawasan terhadap bank tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga dan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, tetapi juga 

dirnaksudkan untuk mencegah kerugian masyarakat dan pemerintah. Selai.n 

itu, dengan pengawasan terhadap bank memungkjukan tenredianya informasi 

yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengao kepentingannya. Dengan 

informasi tersebut masyarakat dapat mengambil keputusao yang lebih baik 

dalam me!akukan transaksi dan kegiatan lainnya yang terkait dangan bank. 

Pada dasamya pengawasan yang dilakukao Bank Indonesia terhndap 

bank syariah dan bank konvensional hampir sama, tidak terdapat perbedaan 

yang sangat signifikan. 

Persamaan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terbadap bank 

syariah dengan bank konvensional yaitu ruang !ingkup pengawasan adalah 

kepatuhan bank terhndap prinsip kehati-hatian dan berdasarkan risiko. Dimana 

pendekatan pengawasan pada dasamya menekankan pemantauan kepatuhan 

bank untuk melakaanakan ketentuan-ketentuan yang terkeit dengan operasi 

dan pengelolaan bank. 66 

Perbedrum pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank 

syariah dengan bank konvensional yaitu pada bank syariah lingkup 

pengawasan bank ditambah dengan kepatuhao terhadap prinsip syariah yang 

merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa 

yang dikeluatkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapen 

fa twa di bidang syariah."' 

66 Basil wawancara dengan Bapak X, Direktorat Perbankan Syarlah Bank Indonesia, tanggal 17 Juni 
2009. 
VJ Ibid. 
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Berdasarkan basil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

I. Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia 

melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 (dua) 

pendckatrut yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan 

berdasarkan risiko. 

a. Pcngawasan berdasarkan kepatuban 

Pengawasan berdasarkan kepatuhan terbagi menjadi 2 (dua) lingkup: 

1) Kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian 

Yang dimaksud dcngan prinsip kehati-batian an tara lnin pemenuban 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (untuk sela!\iutnya disebut 

KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (untuk selanjulnya 

disehct BMPK), serta ketentuan lainnya seperti Prinsip Mengenal 

Nasabah (Know Your Customer) dan Tnlllllparansi. 

2) Kepatuhan terhltdap prinsip syariah 

Prinsip syariah meneakup penegakan tiga pilar dasar ekonomi 

syariah yaitu adil, seimbang dan maslabat. Adil berarti tidal< 

melakukan transaksi yang hamm. Konsep keseimbangao dalam 

konsep syariah melipnti berbagai segi yang antara lain meliputi 

keseimbangan : pembangunan marerial dan spiritual; pengembangan 

sektor keuangan dan sektor riil; risk and return; bisnis dan sosial; 

pemanfaalan dan pelestarian sumber daya alam. Konsep maslahat 

ditujukao pada pemenuban visi kemaslabatan yang tereakup dalam 

tu_juan syariah yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap 

keimanan dan ketakwaan, keturunan, jiwa dan keselamatan, barta 
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benda dan rasionalitas. Kelima unsure maslahat tersebut merupakan 

hak dasar manusia sehingga setiap kegiatan ekonomi syariah harus 

memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam tujuan syariah 

secara terintegrasi. 

c. Pengawasan Berdasarlcan Rlsiko (Risk Based Supervision) 

Pendekatan pengnwasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan 

pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking). Dengan 

menggunakan pendekatan tersebut pengnwasan atau pemariksaan suatu 

bank difukaakan pada risiko-risiko yang melekat (inherent risk) pada 

aktivitas fungsional bank serta slstem pengendallan risiko (risk control 

system). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas 

pengawasan benk untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terbadap 

permasalahan yang potensial timbul di benk. 

2. Persamaan dan Perbedaan pengawasan yang dilakakan Bank Indonesia 

terhadap benk syariah dan benk konvensional 

Persamaan pengawa.san yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank 

syariah dengan bank konvensional yaitu ruang lingkop pengnwasan adalah 

kepatuban benk terbadap prinsip kehati-batian dan berdasarkan riaiko. Dimana 

pendekatan pengawasan pada dasamya menekankan pemantauan kepatuhan 

bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkalt dengan opernsl 

dan pengelolaan benk. 

Perhadann pengnwa.san yang dilakukan Bank Indonesia terhadap benk 

syariah dengan benk konvensional yaitu pada bank syariah lingkop 

pengawasan benk ditambah dengan kepatuha terbadap prinsip syariah yang 

merupakan prinsip hukom Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa 

yang dikeluarkan oleh Iembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan 

fatwa di bidang syariah. 
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3.2 SARAN 

Dalam bank syariah pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia 

tetapi juga terdapat DPS. Oleh karena itu, diperlukan kerja Sarna yang baik 

diantara keduanya. Pengawasan yang dilakakan oleh Bank Indonesia harus lebih 

ketal lagi agar bank syarieh tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariah 

yang berlalru karena berdasarkan pengalaman pengawasan dan pemeriksaan yang 

dilakakan Bank Indonesia, manajemen bank syariah sering kali tidak sepenuhnya 

melakakan sistem dan prosedural bank yang telah disusun. 

Sedangkan untuk pengawasan yang dilakakan oleb DPS harus sesuai 

dengan prinsip syariah. Banyak anggota DPS yang diangkat bakan karena 

kemarnpuannya di bidang syarieh tetapi karena karisma dan kepopulernnnya di 

mata masyarakat. Untuk itu, perlu penyeleksian lebib ketal untuk mencari anggota 

DPS yang berkualitas sebingga bank syariab dalarn melakakao kegiatannya tetap 

berdasarkan pada prinsip syariab. 
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